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ABSTRAK 

 

Penerbitan izin usaha di Kabupaten Bengkalis diterbitkan oleh bupati 

sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 18 Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi 

Secara Elektronik. Pelaksanaan penerbitan izin sekolah swasta oleh Kabupaten 

Bengkalis tahun 2018 harus mengikuti Peraturan Pemerintah Repuublik Indonesia 

Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara 

Elektronik. Tetapi dalam pelaksanaan izinnya masih terdapat kendala yang mana 

sulitnya persyaratan yang harus dipenuhi dalam pengurusan izin operasional swasta 

menjadi kendala bagi beberapa sekolah swasta, khususnya sekolah kecil yang pada 

awal tujuan dibangun hanya sebagai penyedia layanan pendidikan. Namun dalam 

Permendikbud No. 25 Tahun 2018 harus ada surat izin usaha dikomersialkan. 

 Masalah pokok dalam penelitian ini adalah Pertama bagaimana pelaksanaan 

penerbitan izin sekolah swasta oleh Pemerintah Bengkalis Tahun 2018 dan Kedua 

apakah kendala dalam pelaksanaan penerbitan izin sekolah swasta oleh Pemerintah 

Bengkalis Tahun 2018. 

Jenis penelitian adalah dengan cara survey, penelitian yang mengambil sampel 

dari populasi yang menggunakan wawancara alat pengumpulan data pokok. Sifat 

penelitian deskriptif yaitu menggambarkan keadaan subjek atau objek penelitian pada 

saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagai mana adanya. 

Pelaksanaan penerbitan izin sekolah swasta oleh Pemerintah Bengkalis Tahun 2018 

berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan 

Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau disingkat OSS (Online Single 

Submission) sudah wajib dilaksanakan sejak bulan Juli 2018. Salah satu yang terikat 

pada perizinan online tersebut adalah perizinan pendirian sekolah (satuan 

pendidikan). Perizinan dengan online akan memudahkan pelaku usaha terutama di 

bidang pendidikan untuk menjalankan kegiatannya. Sejalan dengan PP No. 24 Tahun 

2018, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah membuat acuan petunjuk 

langsung soal OSS Bidang Pendidikan. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan 

dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi 

Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan. Kendala dalam pelaksanaan 

penerbitan izin sekolah swasta oleh Pemerintah Bengkalis Tahun 2018. Setelah 

diberlakukannya Permendikbud No. 25 Tahun 2018 pelaku usaha  wajib melakukan 

pendaftaran untuk kegiatan berusaha dengan mengakses laman Online Single 

Submission (OSS). Kebijakan tersebut menjadi kendala bagi beberapa sekolah 

swasta, khususnya sekolah kecil yang pada awal tujuan dibangun hanya sebagai 

penyedia layanan pendidikan. Permendikbud No. 25 Tahun 2018 harus ada surat izin 

usaha dikomersialkan. Adanya peraturan tersebut memberatkan sekolah swasta yang 

dapat dikatakan kecil dalam realitas tidak  memungut biaya, bahkan dengan adanya 

hibah sudah bisa menolong peserta didik. 
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ABSTRACT 

 

 Issuance of business licenses in Bengkalis Regency is issued by the regent 

as stated in Article 18 of the Republic of Indonesia Government Regulation Number 

24 of 2018 concerning Electronically Integrated Business Licensing Services. The 

implementation of the issuance of private school permits by Bengkalis Regency in 

2018 must follow the Republic of Indonesia Government Regulation Number 24 of 

2018 concerning Electronically Integrated Business Licensing Services. However, in 

implementing the permit, there are still obstacles where the difficulty of the 

requirements that must be met in the process of obtaining a private operational permit 

becomes an obstacle for several private schools, especially small schools, which were 

originally built as educational service providers. However, in Permendikbud No. 25 

of 2018 there must be a commercialized business license. 

  The main problem in this research is First, how is the implementation of the 

issuance of private school permits by the Bengkalis Government in 2018 and Second, 

what are the obstacles in the implementation of the issuance of private school permits 

by the Bengkalis Government in 2018. 

This type of research is by means of a survey, research that takes a sample of the 

population using interviews as the main data collection tool. The nature of descriptive 

research is to describe the current state of the subject or research object based on the 

facts that appear to be what they are. 

 The implementation of the issuance of private school permits by the 

Bengkalis Government in 2018 based on Government Regulation Number 24 of 2018 

concerning Electronically Integrated Business Licensing Services or abbreviated as 

OSS (Online Single Submission) has been mandatory since July 2018. One of the 

things tied to online licensing is licensing. establishment of schools (educational 

units). Online licensing will make it easier for business actors, especially in the field 

of education, to carry out their activities. In line with PP. 24 of 2018, the Ministry of 

Education and Culture has made direct reference guidelines for OSS in the Education 

Sector. Based on the Regulation of the Minister of Education and Culture Number 25 

of 2018 concerning Electronically Integrated Business Licensing for the Education 

and Culture Sector. Constraints in implementing the issuance of private school 

permits by the Bengkalis Government in 2018. After the enactment of Permendikbud 

No. 25 of 2018 business actors are required to register for business activities by 

accessing the Online Single Submission (OSS) page. This policy became an obstacle 

for several private schools, especially small schools, which were originally built as 

educational service providers. Permendikbud No. 25 of 2018 there must be a 

commercialized business license. The existence of this regulation is burdensome for 

private schools which can be said to be small in reality, they do not charge fees, even 

with the existence of grants it can help students. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Beredasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum. 

Konsep NeEgara hukum diidealkan bahwa hukum yang dijadikan panglima dalam 

dinamika kehidupan kenegaraan. Hukum mencegah timbulnya kesewenang-

wenangan, Thomas Aquinas berpendapat di dalam Negara diadakan Undang-Undang 

Dasar atau Konstitusi yang mengatur dan membatasi tindakan-tindakan pemerintah 

yang sedemikian rupa (Ridwan H.R.: 2008, 2). 

Negara dalam mewujudkan pelayanan prima dalam kesejahteraan masyarakat 

harus memenuhi empat kriteria seperti yang dikemukakan oleh Luthfi J. Kurniawan 

“Suatu negara dapat digolongkan sebagai negara sejahtera manakala telah memenuhi 

empat pilar utama, yaitu : 

“Social citizenship, full democrasy, modernindustrial relation system, dan right 

to education and the expansion of modern mass education system” (Luthfi J. 

Kurniawan: 2007, 39). 

Dinamika pelaksanaan desentralisasi selama dekade terakhir diperlukan aturan 

hukum dalam rangka pelayanan publik untuk itu telah diatur dalam Undang-Undang 

Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik dan Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. Dengan terbitnya Undang-undang tersebut 
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Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan pelayanan publik yang berkualitas, 

sesuai dengan kebutuhan warganya, dan dapat dijangkau oleh warganya dengan 

mudah. Salah satu bentuk pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Pemerintah 

Daerah adalah pelayanan tentang perizinan. Secara teoritis Izin adalah bilamana 

perbuatan tidak pada umumnya melarang suatu peErbuatan tetapi masih juga 

memperkenankan asal saja diadakan secara masing-masing hal secara kongkrit maka 

perbuatan administrasi negara yang memperkenankan perbuatan tersebut bersifat 

suatu izin (E. Utrecht: 1993, 152). Dengan memberikan izin, penguasa 

memperkenankan orang yang dalam memohonnya untuk melalukan tindakan-

tindakan tertentu,ini menyangkut perkenan bagi suatu tindakan yang demi 

kepentingan umum mengharuskan pengawasan khuusus atasnya (Philipus M. Hadjon: 

1993, 2). 

Perizinan meruupakan salah satu bentuk pelaksanaan dari pengaturan yang 

bersifat pengendalian yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah terhadap kegiatan-

kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat dan izin untuuk melakukan suatu tindakan 

ataau kegiatan usaha yang biasanya harus dimiliki atau diperoleh suatu badan usaha 

sebelum yang bersangkutan dapat melakukan suatu kegiatan atau usaha.Izin adalah 

salah satu bentuk pelaksanaan fungsii pengaturan dan bersifat pengendalian yang 

dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat 

(Sutedi Ardian: 2011, 168). 
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Adapun tujuan dari izin tersebut adalah : 

1. Keiinginan mengarahkan (mengendalikan) aktivitas-aktivitas tertentu. 

2. Mencegaah bahaya bagi lingkungan. 

3. Keinginan meelindungi objek-objek tertentu. 

4. Hendak membagi beenda-benda yang sedikit. 

5. Pengarahan, dengan meenyeleksi orang-orang dan aktivitas, dimana 

pengurus harus memenuhi syarat tertentu (Sutedi Ardian: 2011, 184). 

 

Peranan administrasi Neegara dalam mewujudkan pelayanan kepada 

masyarakat menumbuhkan kemandirian daerah dan sebagai pengambil kebijakan 

untuk menentukan strategi pengeelolaan pemerintahan dalam rangka 

penyelenggaraan otonomi daerah. Bagi aparat pemerintahan daerah (Pemda) yang 

memiliki tugas dalam pengelolaan pemerintahan daerah. Substansi otonomi daerah 

sangat penting karena reeformasi dalam sistem pemerintahan di daerah tentang 

pembangunan ekonomi dapat dilihat dalam aspek sistem pengaturan kebijakan, 

politik dan keuangan yang menjadi tanggung jaawab pemerintah kota dan kabupaten 

(Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik: 2009, 13). 

Didalam otonomi daerah ada peralihan dari sistem sentralisasi ke sistem 

desentralisasi yaitu penyearahan urusan pemerintahan pusat kepada pemerintahan 

daerah yang bersifat operasional dalam rangka sistem biirokrasi pemerintahan. 

Tujuan otonomi adaalah untuk mencapai efektifitas dan efisiensi dalam pelayanan 

publik. Sedangkan tujuan yang dicapai dalam penyerahan urusan ini antara lain 

menumbuh kembangkan daerah dalam beerbagai bidang, meningkatkan pelayanan 

kepada masyarakat dan meningkatkan daya saing daerah dalam proses pertumbuhan 

(HAW. Widjaya: 2004, 21-22). 
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Otonomi daerah merupakan : 

1. Hak mengurus ruumah tangganya sendiri bagi suatu daerah otonom, hak 

tersebut bersumber dari wewenang pangkal dan urusan-urusan 

pemerintahan (pusat) yang diseerahkan kepada daerah. 

2. Dalam keebebasan menjalankan hak mengurus dan mengatur rumah 

tangga sendiri, daerah tidak dapat menjalankan hak dan wewenang 

otonominya itu di luar batas-batas wilayah daerahnya. 

3. Daerah tidak boleeh mencampuri hak mengatur dan mengurus rumah 

tangaga daerah lain sesuai dengan weewenang pangkal dan urusan yang 

diserahkan kepadanya. 

4. Otonomi daerah tidak membaawahi otonomi daerah lain (HAW. Widjaya: 

2004, 110). 

 

Untuk mendapatkan pendidikan yang layak di zaman sekarang khususnya tidak 

harus memperoleh pendidikan di negeri karena jumlah sekolah negeri terbatas maka 

di bangunlah sekolah swassta. Ketika pemerintah terbatas pendanaannya dalam 

bidang pendidikan, sekolah-sekolah swasta berperan untuk ikut ambil bagian dalam 

penyelenggaraan pendidikan nasional. Aneehnya, saat merasa memiliki dana 

pendidikan yang semakin besar, pemerintah dengan gencar mempromosikan sekolah 

gratis, keberadaan sekolah-sekolah swaasta justru dipinggirkan (Meitupa Adhipurna, 

Elman Eddy Patra dan Satria Prayoga: 2014, 4). 

Sekolah swasta, juga diseabut sebagai sekolah independen tidak dikelola oleh 

pemerintah daerah serta nasional. Sekolah swasta memperoleh hak untuk menyeleksi 

siswa dan diidanai seluruhnya atau sebagian dengan membebankan biaya sekolah 

kepada siswa, daripada bergantung pada dana pemerintah, siswa dapat memeroleh 

beasiswa masuuk sekolah swasta yang menjadikan biaya sekolah lebih mudah 

tergantung bakat siswa, misalnya beasiswa olahraga, beasiiswa seni, beasiswa 

akademik (Meitupa Adhipurna, Elman Eddy Patra dan Satria Prayoga: 2014, 4). 
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Pada pendirian sekoolah swasta segala kebutuhan operasional pendidikan 

sekolah itu ditanggung yayasan dan sebagai timbal balik yayasan mewajibkan siswa 

membayar donasi pendidikan yang telah ditentukan. Persoalan donasi pendidikan 

bagi stakeholder sekolah swasta beerkategori besar dan mapan tentu tidak lagi 

menjadi masalah. Sebagian besar stakeholder sekolah meyakini bahwa lembaga 

pendidikan yang berkualitas memang seharusnya dijual dengan harga mahal. Dalam 

hal ini, masih sangat sedikit sekolah swasta yang berkategori besar dan mapan. 

Kebanyakan sekolah swasta yang ada saat ini berkategori menengah ke bawah. 

Mayoritas sekolah swasta berkategori kecil dengan fasilitas seadanya yang biasanya 

donasi pendidikan sekolah tersebut bersumber dari masyarakat dan pemerintah 

(Prasetijo Rijadi: 2005, 75). 

Bagi sekolah swasta, jumlah siswa akan sangat menentukan besaran dana 

operasional yang dapat dihimpun. Jika jumlah siswa berlebih, dipastikan pemasukan 

dana akan cukup untuk membiayai operasional pendidikan. Bahkan, sebagian dana 

bisa dimanfaatkan untuk berinvestaasi guna mengembangkan sekolah jika jumlah 

siswa berkurang, pengurus harus beerusaha mencari kekurangan dana (Prasetijo 

Rijadi: 2005, 76). 

Pemberian izin mendirikan bangunan gedung harus memenuhi ketentuan 

ketentuan yang berlaku. Keseluruhan maksud dan tujuan pengaturan tersebut 

dilandasi oleh asas kemanfaatan, keselamatan, keseimbangan, keserasian, bangunan 

gedung dengan lingkungannya, bagi kepentingan masyarakat yang 

berperikemanusiaan dan berkeadilan. Sekolah adalah sebagai tempat anak penerus 
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bangsa untuk melakukan kegiatanya, mempunyai peranan yang sangat strategis dalam 

pembentukan watak, perwujudan produktiivitas, dan jati diri anak bangsa. Dalam hal 

ini pemerintah Kabupaten Bengkalis berperan untuk pelaksanaan pemberian izin 

kepada yayasan swasta yang ingin mendiriikan sekolah swasta demi kelangsungan 

pendidikan anak bangsa karena terbatasnya sekolah negerii yang ada di Kabupaten 

Bengkalis. 

Untuk memberikan pelayanan pendidikan bagi anak usia dini yang diakibatkan 

oleh kelainan melalui satuan pendidikan sekolah swasta, penyelenggara pendidikan 

(sekolah swasta) harus memenuhi beberapa ketentuan yang berlaku. Salah satunya 

dengan mempunyai izin operasional penyelenggaraan sekolah swasta. Pada pendirian 

sekolah swasta segala kebutuhan operasional pendidikan sekolah itu ditanggung 

yayasan dan sebagai timbal balik yayasan mewajibkan siswa membayar donasi 

pendidikan yang telah ditentukan. Dalam pelaksanaan penerbitan izin sekolah swasta 

oleh pemerintah di Kabupaten Bengkalis pada tahun 2018 yang dimohonkan oleh 

pihak yayasan masih memiliki beberapa kendala- kendala. 

Dalam rangka percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha, 

Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh kementerian / lembaga dan Pemerintah 

Daerah untuk memulai, melaksanakan, danmengembangkan usaha dan/atau kegiatan, 

perlu ditata kembali agar menjadi pendukung dan bukan sebaliknya menjadi 

hambatan perkembangan usaha dan/atau kegiatan. Penataan kembali dilakukanpada 

sistem pelayanan, daan regulasi sesuai dengan tuntutan dunia usaha, perkembangan 

teknologi, dan persaingan global. 
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Penataan kembali sistem pelayanan dilakukan terutama pada dinas penanaman 

modal dan  Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSP). Hal ini mengingat berdasarkan 

Pasal 25 ayat (4) undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, 

perusahaan penanaman modal yang akan melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib 

memperoleh izin sesuai dengan ketentuuan peraturan perundang-undangan dari 

instansi yang memiliki kewenangan, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang. 

Selanjutnya pada ayat (5) diatur bahwa peelayanan terhadap izin untuk melakukan 

usaha dan/atau kegiatan tersebut dilakukan melalui DPMPSP. 

Pelayanan DPMPSP pada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 

disempurnakan menjadi lebih efisien, melayani, dan modern. Salah satunya yang 

paling signifikan adalah penyediaan sistem Pelayanan Perizinan Berusaha 

Terintegrasi Secara Elektronik Online Single Submission (OSS). Melalui OSS 

tersebut, Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran dan menguurus penerbitan Izin Usaha 

dan penerbitan Izin Komersial dan/atau Operasional secara teriintegrasi. Melalui OSS 

itu pula, Pemerintah Pusat dan Pemeerintah Daerah menerbitkan Perizinan Berusaha 

yang diajukan oleh Pelaku Usaha (Penjelasan PP No. 24 Tahun 2018). 

Jenis perizinan berusaha berdasarkan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi 

Secara Elektronik, yaitu : 

 

Jenis Perizinan Berusaha terdiri atas : 

a. Izin Usaha; dan 
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b. Izin Komersial atau Operasional (Pasal 5 PP No. 24 Tahun 2018). 

Berdasarkan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 

Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, 

yaitu : 

1. Pemohon Periziinan Berusaha terdiri atas : 

a. Pelaku Usaaha perseorangan; dan 

b. Pelaku Usaaha non perseorangan. 

2. Pelaku Usaha perseoorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

merupakan orang peroorangan penduduk Indonesia yang cakap untuk 

bertindak dan melakukan perbuatan hukum. 

3. Pelaku Usaha non persoeorangan sebagaimana di maksud pada ayat (l) 

huruf b terdiri atas : 

a. perseroan teerbatas; 

b. perusahaan umum; 

c. perusahaan umuum daerah; 

d. badan hukum lainnnya yang dimiliki oleh negara; 

e. badan layanan umuum; 

f. lembaga penyiiaran; 

g. badan usaha yaang didirikan oleh yayasan; 

h. koperasi; 

i. persekutuan koomanditer (commanditaire vennootschap); 

j. persekutuan lirma (uenootschap onderfirmal; dan 

k. persekutuan perdata (Pasal 6 PP No. 24 Tahun 2018). 

 

Pelaksanaan penerbitan izin sekolah swasta, pelaku usaha harus mengurus izin 

usaha berupa yayasan sesuai Pasal 6 ayat (3) huruf g PP No. 24 Tahun 2018. Dalam 

penjabaran tentang yayasan disebutkan dalam Pasal 13 Peraturan Pemerintah 

Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha 

Terintegrasi Secara Elektronik, yaitu : 

1. Badaan usaha yang didirikan oleh yayasan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 6 ayat (3) huruf g merupakan badan usaha yang didirikan oleh 

yayasan sebagaimana dimaaksud dalam undang-undang tentang yayasan 

yangtelah disahkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang hukum. 



9 
 

2. Dalam hal Perizinan Beerusaha diterbitkan kepada yayasan, yayasan 

dimaksud harus dimaknai sebaagaibadan usaha (Pasal 6 PP No. 24 Tahun 

2018). 

 

Pelaksanaan penerbitan izin usaha sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 

18 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang 

Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, yaitu : 

1. Perizinan Berusaha sebaagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diterbitkan 

oleh menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai 

kewenangannya. 

2. Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud paada ayat (1) termasuk 

Perizinan Berusaha yaang kewenangan penerbitannya telah dilimpahkan 

atau didelegasikan kepada pejabat lainnya (Pasal 18 PP No. 24 Tahun 

2018). 

 

Pelaksanaan penerbitan izin sekolah swasta sesuai Pasal 6 ayat (3) huruf g 

pelaku usaha harus mengurus izin usaha berupa yayasan, dan penjabaran tentang 

yayasan yang yang sebagaimana disebutkan dalam Pasal 13 Peraturan Pemerintah 

Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha 

Terintegrasi Secara Elektronik yang telah dilaksanakan mulai bulan juli 2018. Di 

kantor  DPMPTSP Kabupaten Bengkalis sudah membangun aplikasi perizinan 

elektronik tersendiri yang di singkat dengan nama e-Pinter untuk pengurusan izin 

usaha bahkan sudah ada sejak tahun 2017 dan semakin dikembagkan hingga tahun 

2018. Meskipun pemerintah Kabupaten Bengkalis telah memfasilitasi pengurusan 

perizinan secara online yang mana tujuannya untuk memangkas waktu pengurusan 

izin, akan tetapi dalam pelaksanaannya  pihak pemohon yakni pihak sekolah swasta 

masih memiliki kendala- kendala dalam pengurusan penerbitan izin sekolah- sekolah 

swasta di Kabubaten Bengkalis. Maka berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk 
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meneliti, yaitu : “Pelaksanaan Penerbitan Izin Sekolah Swasta Oleh Pemerintah 

Bengkalis Tahun 2018”. 

B. Masalah Pokok 

Maka penulis merumuskan pokok masalah yang akan dibahas dan 

dikembangkan lebih lanjut dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut  : 

1. Bagaimana pelaksanaan penerbitan izin sekolah swasta oleh Pemerintah 

Bengkalis Tahun 2018? 

2. Apakah kendala dalam pelaksanaan penerbitan izin sekolah swasta oleh 

Pemerintah Bengkalis Tahun 2018? 

 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan penelitian 

a. Untuk mengetahui pelaksanaan penerbitan izin sekolah swasta oleh 

Pemerintah Bengkalis Tahun 2018. 

b. Untuk mengetahui kendala dalam pelaksanaan penerbitan izin sekolah 

swasta oleh Pemerintah Bengkalis Tahun 2018. 

2. Manfaat penelitian 

a. Secara teoritis diharapkan dapat memberikan manfaat dan pengetahuan 

lebih mendalam bagi penulis terkait dengan pelaksanaan perizinan 

penerbitan sekolah swasta di Bengkalis Tahun 2018. 

b. Secara praktis diharapkan dapat menjadi wacana dan sumbangan 

pemikiran bagi kawan-kawan penulis lain yang ingin mengadakan 
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penelitian yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini yang 

mana tentang pelaksanaan perizinan penerbitan sekolah swasta di 

Bengkalis Tahun 2018. 

c. Untuk memenuhi persyaratan dalam penyelesaian Strata Satu pada 

Fakultas Hukum Universitas Islam Riau serta memberikan sumbangan 

karya ilmiah di tempat penulis menimba ilmu selama ini, yang berkaitan 

dengan judul penelitian penulis. 

 

D. Tinjauan Kepustakaan 

1. Tinjauan Perizinan 

Membicaraakan pengertian izin pada dasarnya mencakup suatu pengertian 

yang sangat kompleks yaitu berupa hal yang membolehkan seseorang atau badan 

hukum melakukan sesuatu hal yang rnenurut peraturan perundang-undangan harus 

memiliki izin. terlebih dahulu, maka aakan dapat diketahui dasar hukum dari izinnya 

tersebut. Menurut Prajudi Admosudirjo, mengatakan bahwa “izin  (verguning)  

adalah suatu penetapan yang merupakan dispensasi daripada suatu larangan oleh 

undang-undang” (Prajudi Admosudirdjo: 2004, 94). 

Pada umumnya paasal undang-undang yang bersangkut an berbunyi : 

“Dilarang tanpa izin memasuki areal atau lokasi ini”. Selanjutnya larangan tersebut 

diikuti dengan rincian daripada syaraat-syarat, kriteria dan sebagainya yang perlu 

dipenuhi oleh pemohon untuk memperoleh dispensasi dari larangan tersebut, disertai 
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dengan penetapan prosedur atau petunjuk pelaksanaan kepada pejabat pejabat  

administrasi negara yang bersangkutan. 

Menurut Utrecht sebagaimana dikutip oleh Bachsan Mustafa  

“Bilamana pembuat peraturan tidak umumnya melarang suatu perbuatan, tetapi 

masih juga mernperkenankannya asal saja diadakan secara yang ditentukan 

untuk masing-masing hal konkret, maka perbuatan administrasi  negara yang 

memperkenankan perbuatan tersebut bersifat suatu izin (verguning)” (Bachsan 

Mustafa: 2001, 80). 

Kata perizinan di paeroleh atau di dengar dan sepintas lalu kata perizinan 

mengandung arti yang sederhana yaitu pemberian izin terhadap sesuatu yang 

berkaitan dengan aktivitas atau kegiatan, namun bila kita taelusuri lebih jauh 

mengenai pengertian perizinan itu tidaklah semudah apa yang sebutkan tadi. Lalu 

apa sebenarnya perizinan tersebut. Perizinan adalah salah satu bentuk pelaksanaan 

fungsi pengaturan dan bearsifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah 

terhadap kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Perizinan   maksudnya dapat 

berbentuk pendaftaran, rekomendasi sertifikat, penentuan kuota dan izin untuk 

melaksanakan seasuatu usaha yang biasanya dimiliki atau diperoleh suatu 

organisasi perusahaan atau seseorang sebelum yang bersangkutan dapat melakukan 

suatu kegiatan atau tindakan yang dilakukan (Bachsan Mustafa: 2001, 84). 

Setelah meamahami arti daripada perizinan maka timbul suatu pertanyaan 

apa yang dimaksud dengan hukum perizinan? Hukum perizinan adalah : ketentuan 
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yang berkaitan dengan pembearian izin atau bentuk lain yang berkaitan dengan 

itu yang d.ikeluarkan oleh pemerintah sehingga dengan pemberian izin tersebut 

melahirkan hak bagi pemeagang izin baik terhadap seseorang, badan usaha, 

organisasi, LSM dan sebagainya untuk beraktivitas. 

Hukum perizinan mearupakan hukum publik yang pelaksanaannya 

dilakukan oleh pemerintah baik pemerintah di pusat maupun di daerah sebagai 

aparatur penyelenggaraan neagara mengingat hukum perizinan ini berkaitan dengan 

pemerintah maka mekanisme media dapat dikatakan bahwa hukum perizinan 

termasuk disiiplin ilmu Hukum Administrasi Negara atau hukum Tata Pemerintahan 

seperti yang kita ketahui pemerintah adalah : sebagai pembinaan dan pengendalian 

dari masyarakat dan salah satu fungsi pemerintah di bidang pembinaan dan 

pengendalian iziin adalah pemberian izin kepada masyaralat dan   organisasi tertentu 

yang merupakan mekanisme pengendalian administratif yang harus dilakukan di 

dalam praktek pemerintahan. 

Jadi fungsi pemberian iziin disini adalah fungsi pemerintah itu sendiri 

yang dilaksanakan oleh departemen sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 (1) 

Keppres No. 44 Tahun 1974 yang menvatakan bahwa setiap departemen 

menyelengaraan fungsi kegiiatan perumusan kebijaksanaan pelaksanaan dan 

kebijaksanaan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan serta pemberian 

perizinan sesuai dengan kebiijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Presiden dan 
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berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Bachsan Mustafa: 2001, 

87-88). 

Tujuan pemberian iziin tersebut adalah dalam rangka untuk menjaga agar 

jangan terjadi tuga s secara liar atau tugas dokter secara liar, sebab dokter yang 

bertugas tanpa izin adalah merupakan praktek dokter secara liar, sebab tidak 

mendapat izin darii pihak yang berwenang. Atau dengan kata lain untuk 

menghindari dari berbagai kemungkinan yang akan terjaadi yang dapat menimbulkan 

keresahan kepada masyarakat  atau  dapat  merugikan kepentingan  orang  lain  

dengan tanpa  hak  atau secara tidak syaah yang ditetapkan berdasakan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku yang diberikan oleh pejabat yang berwenang 

untuk itu (Muchsan: 2006, 12). 

Jadi izin adaalah merupakan ketetapan pemerintah untuk menetapkan atau 

melakukan sesuatu perbuatan yang dibenarkan oleh undang-undang, atau peraturan 

yang berlaku untuk itu. 

 

 

Sedangkan bentuk izin adalah : 

1. Secara tertulis 

Bentuk izin secara tertulis rnerupakan suatu bentuk perizinan yang diberikan 

oleh pemerintah oleh suatu instansi yang berwenang sesuai izin yang dimintakan, 
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serta penuangan pemberian izian diberikan dalam bentuk tertulis dan ditandatangani 

oleh pihak yang berwenang di instansi tersebut. 

2. Dengan Lisan. 

Bentuk izin seecara lisan dapat ditemukan dalarn hal pengeluaran pendapat 

di muka umum. Bentuk izin dengan lisan pada dasarnya hanya dilakukan oleh suatu 

organisasi untuk melakukan aktiavitasnya serta melaporkan aktivitasnya tersebut 

kepada instansi yang berwenang. Bentuk izin dengan lisan ini hanya berfungsi 

sebagai suuatu bentuk pelaporan semata. 

Secara langsung pada bagiian ini dapat dikatakan pihak yang berwenang 

mengeluarkan izin tersebut adalah Pemerintah. Hanya saja dalam hal yang dernikian 

harus dapat dilihat izin yang bagaimnakah yang dimohonkan oleh masyarakat, 

sehingga dengan demikian akan daapat diketahui instansi pemerintah yang 

berwenang mengeluarkan izin tersebut. Misalnya izin keramaian atau izin 

mengeluarkan peendapat di muka umum, maka izin tersebut di dapatkan rnelalui 

kepolisian setempat dimana keramaian akan dlalcukan. 

Dalam kajian pihak-pihak yang berwenang mengeluarkan izin maka dasarnya 

yang perlu dikaji adalah keedudukan aparatur pemerintah yang melakukan tugasnya 

di bidang administrasi negara pemberian izin kepada masyarakat. Agar aparatur 

pemerintah sebagai bagian dari unsur admiinistrasi negara dapat melaksanakan 

fungsinya, maka kepadanya harus diberikan keleluasaan. Keleluasaan ini langsung 

diberikan oleh undang-undang itu sendiri kepada penguasa setempat. Hal seperti ini 
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biasanya disebut dengan kekeeluasaan delegasi kepada pemerintah seperti Gubemur, 

Bupati/Walikota untuk bertindak atas dasar hukum dan atau dasar kebijaksanaan. 

Di samping keleeluasaan tali, kepada aparatur pemerintah selaku pelaksana 

fungsi dalam administrasi negara juga diberikan suatu pembatasan agar pelaksanaan 

perbuatan-peerbuatannya itu tidak menjadi apa yang disebut sebagai “onrechtmatig 

overheaddaat”. Setidaknya perbuatan itu tidak boleh melawan hukum balk formil 

maupun materiil. Tidak boleh meelampaui penyelewengan-kewenangan menurut 

undang-undang (kompetentie). Adapun bentuk-bentuk dari perbuatan administrasi 

negara dalam bentuk memberikan iziin secara garis besar dapat dibagi atas : 

a. Perbuatan meembuat peraturan 

b. Perbuatan meelaksanakan peraturan (Muchsan: 2006, 102). 

Sementara itu menurut Van Poelje sebagaimana dikutip Victor Situmorang 

perbuatan administrasi negara/Pemeerintah itu adalah sebagai berikut : 

a. Berdasarkaan faktor (Feitlijke handeling). 

b. Berdasarkaan hukum (recht handeling). 

1. Perbuaatan hukum privat. 

2. Perbuatan hukuum publik, yang kemudian perbuatan ini dapat 

dibagii atas : 

“Merupakan suatu perbuatan hukum (rechtshandeling) dari 

penguasa administrasi negara untuk membuat agar supaya suatu 

ketentuan undang-undang  mempunyai isi yang konkret dan praktis 

serta dapat diterapkan menurut keadaan waktu dan tempat” (Deddy 

Supriady Bratakusumah: 2015, 46). 
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2. Tinjauan Pendidikan 

Pendidikan merupakan kebutuhan utama bagi setiap warga negara di zaman 

sekarang. Dalam alinea ke IV pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia 1945 dijelaskan bahwa tujuan dari Negara Indonesia adalah melindungi 

segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan 

kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan 

ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan 

sosial. Untuk meawujudkan salah satu tujuan negara Indonesia tersebut yaitu 

mencerdaskan kehidupan bangsa maka harus diciptakanlah pendidikan yang 

berkualitas. Dengan adanya pendidikan negara dapat meningkatkan sumber daya 

manusia yang berimplikasi pada kemajuan di berbagai bidang kehidupan lainnya , 

seperti sosial , ekonomi , politik , dan bidang kehidupan lainnya.  

Pendidikan berusaha mengembangkan potensi individu agar mampu berdiri 

sendiri, dipertegas dalam pasal 28C ayat (1) jo. Pasal 31 Undang -Undang Dasar 

1945 dijelaskan bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri memenuhi 

kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari 

ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas 

hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia dan juga setiap warga negara berhak 

mendapatkan pendidikan. Karena itulah pemerintah harus memenuhi hak setiap 

warga dalam memperoleh pelayanan pendidikan sebagaimana diamanatkan UUD 

1945. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang  
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Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana 

untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara 

aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, 

pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang 

diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara . Berdasarkan pasal 3 ayat (2) 

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar yang 

menjelaskan bahwa penyelenggaraan wajib belajar pada jalur formal dilaksanakan 

minimal pada jenjang pendidikan dasar yang meliputi SD, MI, SMP, MTs, dan 

bentuk lain yang sederajat. Maka dari itu wajib belajar sudah menjadi keharusan bagi 

setiap anak pada saat ini . Tidak ada lagi alasan bagi setiap anak untuk tidak bisa 

merasakan pendidikan.  

Pendidikan merupakan aspek terpenting dalam mempersiapkan dan membina 

umat menjadi insan yang bertaqwa, cerdas, dan tampil sehingga berguna bagi agama 

dan masyaarakat. Selain itu, pendidikan juga dapat mengkomodir masyarakat agar 

suatu negara memiliki manusiamanusia yang berkualitas. Melalui pendidikan juga 

dapat menciptakan tenaga kerja yang tidak hanya kaya akan pengetahuan teoritis 

melainkan juga praktis, penguasaan teknologi, dan memiliki keahlian khusus. Hal 

inilah yang menjadi dasar peningkatan pendidikan suatu Negara.Dilatarbelakangi 

oleh pendidikan yang berperan besar dalam kemajuan pemikiran bangsa , maka 

pemerintah harus jeli dan harus bisa memenuhi kebutuhan setiap anak dalam upaya 

memperoleh pendidikan yang layak. Pemerintah harus bisa mencari jalan keluar bagi 

mereka yang mengalami kesulitan untuk memperoleh pendidikan . Ini dikarenakan 
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pendidikan sangat berperan dalam mengembangkan kemampuan kognitif, efektif dan 

konaktif anak .Untuk mewujudkan hal tersebut , perlu dibangun suatu sekolah yang 

bisa dijangkau bagi setiap orang dan sekolah tersebut harus berkualitas. Sekolah yang 

berkualitas baik, akan menghasilkan lulusan yang baik pula. Begitu juga sebaliknya , 

sekolah yang buruk akan menghasilkan yang buruk pula. Jika melihat minat 

masyarakat terhadap dunia pendidikan pada saat sekarang ini sangatlah besar. Hanya 

saja ada beberapa faktor yang membuat masyarakat beserta anak mereka tidak bisa 

merasakan pendidikan di sekolah. Dari faktor itulah seharusnya pemerintah mencari 

jalan keluar agar terciptanya pendidikan yang sesuai dengan peraturan perundang-

undangan. Salah satu yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan mendirikan 

sekolah. 

 

3. Tinjauan Penegakan Hukum 

Pemahaman terhadap asaas dalam pendekatan ilmu hukum meru-pakan 

landasan utama yang menjadi dasar atau acuan bagi lahirnya suatu aturan. 

Pemahaman terhadap asas hukum perlu sebagai tuntutan etis dalam mendalami 

peraturan perundang-undangan yang beerlaku. Asas hukum mengandung tuntutan 

etis. Dapat dikatakan, melalui asas hukum, peraturan hukum berubah sifatnya 

menjadi bagian dari suaatu tatanan etis (Fence M. Wantu, Dkk: 2010, 13). 

Asas huukum merupakan unsur penting dan pokok dari peraturan hukum. 

Pembentukan hukum praktis sedapat mungkin berorientasi pada asas-asas hukum. 

Asas hukum menjadi dasar-dasar atau petunjuk arah dalam pembentukan hukum 
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positif. Dalam paandangan beberapa ahli, asas mempunyai arti yang berbeda-beda. 

Asas adalah sesuatu yang menjadi tumpuan berfikir atau berpendapat dan asas dapat 

juga berarti merupakan hukum dasar (Fence M. Wantu, Dkk: 2010, 15). 

Penegakan hukum adaalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara 

rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi 

kejahatan terhadap berbagai saraana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada 

pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat 

diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apaabila sarana pidana dipanggil untuk 

menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni 

mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang 

sesuai dengan keadaan dan situasi paada suatu waktu dan untuk masa-masa yang 

akan datang (Barda Nawawi Arief: 2002, 109).
 

Penegakan hukum sendiri harus diartikan dalam kerangka tiga konsep, yaitu 

sebagai berikut : 

a. Konseep penegakan hukum yang bersifat total (total enforcement 

concept) yang menuntut agar semua nilai yang ada di belakang norma 

hukum tersebut ditegakkan tanpa terkecuali. 

b. Konseep penegakan hukum yang bersifat penuh (full enforcement 

concept) yang menyadari bahwa konsep total perlu dibatasi dengan 

hukum acara dan sebagainya demi perlindungan kepentingan individual. 

c. Konseep penegakan hukum actual (actual enforcement concept) yang 

muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena 

keterbatasan-keterbatasan, baik yang berkaitan dengan saranaprasarana, 

kualitas sumber daya manusianya, kualitas perundangundangannya dan 

kuurangnya partisipasi masyarakat. 

 

Peneegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan 

perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, 
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apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, 

keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai 

actual di dalam masyarakat beradab. Sebagai proses kegiatan yang meliputi berbagai 

pihak termasuk masyaarakat dalam rangka pencapaian tujuan adalah keharusan untuk 

melihat penegakan hukum pidana sebagai suatu sistem peradilan pidana (Mardjono 

Reksodipuro: 1997, 5). 

Negara Indonesia adalah negara hukum (recht staats), maka setiap orang yang 

melakukan tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui 

proses hukum. Penegakan hukum mengandung makna bahwa tindak pidana adalah 

suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukuum, di mana larangan tersebut 

disertai dengan ancaaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu sebagai 

pertanggungjawabannya. Dalam hal inii ada hubungannya dengan asas legalitas, yang 

mana tiada suatu perbuatan dapat dipidana melainkan telah diatur dalam undang-

undang, maka bagi barang siapa yang melaanggar larangan tersebut dan larangan 

tersebut sudah di atur dalam undang-undang, maka bagi para pelaku dapat dikenai 

sanksi atau hukuman, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang 

menimbulkan kejadian itu, ada hubungan yang erat pula (Andi Hamzah: 2001, 15). 

Sejalan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang seecara tegas menyatakan bahwa 

Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Dengan demikian pembangunan nasional 

dibidang hukum ditujukan agar maasyarakat memperoleh kepastian, ketertiban dan 

perlindungan hukum yang berintiikan kebenaran dan keadilan serta memberikan rasa 

aman dan tentram. 
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Moeljatno menyatakan bahwaa hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan 

hukum yang berlaku disuatu Neegara, yang mengadakan dasardasar dan aturan-aturan 

untuk : 

a. Menentukan peerbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan, yang 

dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi 

barang siapa yang melanggar larangan tersebut; 

b. Menentukan dalam haal apa kepada mereka yang melanggar 

laranganlarangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana 

yang telah diancamkan; dan 

c. Menentukan dengan caara bagaimana pengenaan pidana itu dapat 

dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan 

tersebut (Moeljatno: 2002, 1). 

 

Berdasarkan pendaapat tersebut di atas, maka dapat ditarik suatu pengertian 

bahwa hukum pidana adalah hukum yang memuat peraturanperaturan yang 

mengandung keharusan dan laraangan terhadap pelanggarnya serta mengatur 

pelanggaran-pelanggaran dan kejahatankejahatan terhadap kepentingan umum, 

perbuatan yang diancam hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan, 

selanjutnya ia menyimpulkaan bahwa hukum piidana itu bukanlah suatu hukum yang 

mengandung norma-norma baru, melainkan hanya mengatur pelanggaranpelanggaran 

dan kejahatan-kejahatan terhadap norma-normaa hukum mengenai kepentingan 

umum. 

 

E. Konsep Operasional 

Untuk memperjelas agar terhindar dari kesalah pahaman dari pengertian 

terhadap judul ini maka, penulis memberikan batasan terhadap judul penelitian ini 

yaitu : 
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Perizinan adalaah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha atau 

kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha. Izin ialah salah 

satu instrumen yang paling baanyak digunakan dalam hukum administrasi, untuk 

mengemudikan tingkah laku para warga (Philipus M. Hadjon: 1993, 2). Izin adalah 

sebagai dispensasi atau pelepasan atau pembebasan dari suatu larangan (Philipus M. 

Hadjon: 1993, 3). 

Sekolah adalah siistem interaksi sosial suatu organisasi keseluruhan terdiri atas 

interaksi pribadi teerkait bersama dalam suatu hubungan organic. Sedangkan 

berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sekolah adalah satuan 

pendidikan yang berjenjaang dan berkesinambungan untuk menyelenggarakan 

kegiatan belajar mengajar (Soebagio Atmodiwiro: 2000, 37). 

Sekolah swasta juga disebut sebagai sekolah independen, tidak dikelola 

oleh pemerintah daerah, negara bagian atau nasional. Mereka memperoleh hak untuk 

menyeleksi siswa dan didanai seluruhnya atau sebagian dengan membebankan biaya 

sekolah kepada siswa, daaripada bergantung pada dana pemerintah, siswa dapat 

memperoleh beasiswa masuk sekolah swasta yang menjadikan biaya sekolah lebih 

mudah tergantung bakat siswa, misalnya beasiswa olahraga, beasiswa seni, beasiswa 

akademik. Sekolah swasta di keelola dalam bentuk yayasan (https://id.wikipedia.org/ 

wiki/Sekolah_swasta). Swasta dalam ekonomi suatu negara terdiri dari segala bidang 

yang tidak dikuasai oleh pemerintah (https://id.wikipedia.org/wiki/Swasta). 

https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Sekolah_independen&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintah
https://id.wikipedia.org/wiki/Siswa
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Biaya_sekolah&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Biaya_sekolah&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintah
https://id.wikipedia.org/%20wiki/Sekolah_swasta
https://id.wikipedia.org/%20wiki/Sekolah_swasta
https://id.wikipedia.org/wiki/Ekonomi
https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintah
https://id.wikipedia.org/wiki/Swasta


24 
 

Pemerintah adalah kekuasaan tertinggi untuk memerintah dalam suatu negara. 

Pemerintah adalah nama subyek yang berdiri sendiri, sebagai contoh Pemerintah 

Pusat dan Pemerintah Daerah (Mariun: 1999, 6). 

 

F. Metode Penelitian 

Sebagaimana yanng penulis harapkan untuk mendapatkan data yang sistematis 

dan akurat, maka dalam pembuatan prososal ini penulis menggunakan meetode 

penelitian sebagai berikut : 

1. Jenis dan sifat penelitian 

Jenis penelitiian yang akan penulis gunakan adalah observational reseach atau 

dengan cara survey yaitu penelitian yang mengambil sampeel dari suatu populasi dan 

menggunakan wawancara sebagai alat pengumpulan data pokok (Masri Singarimbun 

dan Sofian Effendi: 2005, 3). Sedangkan apabiila ditinjau dari sifatnya maka 

penelitian ini di kategorikan dalam penelitian deskriptif yaitu menggambarkan 

keadaan subjek atau objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang 

tampak sebagai mana adanya (D. Mutiara Hatia Putri: 2000, 36). Dalam penelitian 

ini, deskriptif itu adalah masalah yang akan penulis teliti yaitu tentang pelaksanaan 

perizinan penerbitan sekolah swasta di Bengkalis Tahun 2018. 

2. Lokasi penelitian 

Lokasi penelitian yaitu di Kabupaten Bengkalis yang terdapat di Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu (DPMPSP), Dinas Pendidikan, dan 

Sekolah Swasta yang berada di Kabupaten Bengkalis.  
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3. Populasi dan Responden 

Penulis menggunakan metode purposive yaitu menetapkan sampel yang 

mewakili jumlah populasi yang melakukan survei lapangan. Populasi dalam 

penelitian ini sebagaimana yang terdapat dalam taabel berikut, yaitu : 

Tabel I.1 

Daftar Populasi dan Responden 

 

No Jabatan Populasi Sampel Persentase 

1 Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Satu Pintu  

1 1 100 % 

2 Dinas Pendidikan dan Sekolah 

Swasta 

4 4 100 % 

Jumlah 4 4 100 % 

 

Sumber : Olahan Data Pemda dan Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis 

Tahun 2018 

4. Data dan sumber data 

Data yang digunaakan dalam penelitian ini terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu data 

primer, data sekunder, dan data tersier. Sebagai mana dari 2 (dua) data tersebut, 

penulis uraikan yang terdiri dari : 

a. Data primer adalah data utama yang diperoleh oleh penulis melalui 

responden dengan menggunakan data wawancara langsung kepada 

responden. 

b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari berbagai leteratur tentang 

pendapat para ahli hukum dan teori-teori yang ada hubungannya dengan 

permasalahan yang diteliti. 
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5. Alat pengumpul data 

Sebagai alat pengumpul data dalam penelitian ini adalah :  

Wawancaara yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara penulis 

mengadakan tanya jawab secara lansung kepada siapa yang menjadi responden. 

Wawancara penulis tujukan keepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu 

Pintu (DPMPSP) dan Sekolah Swasta yang berada di Kabupaten Bengkalis. 

6. Analisis data 

Peneelitian bidang hukum dengan menggunakan metode observasi yakni 

dengan cara data wawancara yang dikumpulkan, kemudian diolah dan disajikan 

dengan cara membandingkan antara data lapangan dengan pendapat para ahli atau 

dengan peraturan perundang-uundangan yang dijadikan dasar yuridis dalam 

penelitian (Syafrinaldi: 2014, 15). 

7. Metode penarikan kesimpulan 

Metode penarikan kesiimpulan yang digunakan adalah metode induktif. Metode 

induktif adalah metode berpikir yang menerapkan hal-hal yang umum terlebih dahulu 

untuk seterusnya dihubungkan dalam bagian-bagiannya yang khusus. Dalam hal 

khusus adalah hal-hal yang penulis jumpai di lapangan atau hasil dari wawancara 

seedangkan hal umum adalah pendapat para ahli, peraturan perundang-undangan 

yang mendukung dan membahas hal yang penuliis jumpai di lapangan. 
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BAB II 

TINJAUAN UMUM 

 

A. Tinjauan Umum Tentang Pelayanan Publik 

1. Defenisi Pelayanan Publik 

Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya manusia berusaha, baik melalui aktivitas 

sendiri, maupun secara tidak langsung melalui aktivitas orang lain. Aktivitas adalah 

suatu proses penggunaan akal, pikiran, pancaindera dan anggota badan dengan atau 

tanpa alat bantu yang dilakukan oleh seseorag untuk mendapatkan sesuatu yang 

diinginkan baik dalam bentu barang maupun jasa. Proses pemenuhan kebutuhan 

melalui aktivitas orang lain yang langsung inilah yang dinamakan pelayanan. Disini 

pengertian proses terbatas dalam kegiatan manajemen dalam rangka pencapaian 

tujuan organisasi (Moenir, 2008: 17). 

Secara kodrati manusia  dalam  rangka mempertahankan  hidupnya sangat 

memerlukan pelayanan baik dari diri sendiri melalui karya orang lain. Layanan yang  

diperlukan manusia pada dasarnya  ada  dua  jenis,  yaitu layanan fisik yang 

sifatnya pribadi sebagai manusia dan layanan administratif yang diberikan oleh orang 

lain selaku anggota organisasi (organisasi massa atau organisasi Negara). 

Pelaksanaan pelayanan dapat diukur, oleh karena itu dapat ditetapkan standar baik 

dalam hal waktu yang diperlukan maupun hasinya. Dengan adanya standar 

manajemen dapat merencanakan, melaksanakan, mengawasi dan  mengevaluasi  
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kegiatan pelayanan, agar supaya hasil akhir memuaskan pada pihak-pihak yang 

mendapatkan layanan. Pelayanan yang secara umum didambakan ialah : 

a. Kemudahan dalam pengurusan kepentingan; 

b. Mendapatkan pelayanan wajar; 

c. Mendapatkan perlakuan yang sama tanpa pilih-kasih; 

d. Mendapatkan perlakuan yang jujur dan terus terang 

Cara yang tepat untuk menangani kegiatan pelayanan sangat membantu 

kelancaran dan kecepatan penanganan kepentingan orang-orang yang bersangkutan. 

Di sini termasuk masalah prosedur dan meotde yang sederhana sehingga pelaksanaan 

kegiatan efektif dan efisien (Moenir, 2008: 204). 

Menurut Kotler dalam Sampara menjelaskan tentang arti pelayanan: Pelayanan 

adalah setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, 

dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara 

fisik. Selanjutnya Sampara berpendapat, pelayanan adalah suatu kegiatan atau urutan 

kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antarseseorang dengan orang lain atau 

mesin secara fisik, dan menyediakan kepuasan pelanggan (Lijan  Poltak  Sinambela, 

2006: 4). 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Pelayanan diartikan sebagai cara 

melayani. Sedangkan melayani adalah membantu mengurus atau menyiapkan segala 

keperluan yang dibutuhkan seseorang, meladeni (Tim Prima Pena, 2008: 485). 

Menurut UU No 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik, Pelayanan publik 

adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan 
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pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara 

dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan 

oleh penyelenggara pelayanan publik. 

Pelayanan publik adalah sebagai pemberian jasa yang diberikan oleh suatu 

organisasi (perusahaan, pemerintah, swasta) kepada publiknya dengan atau tanpa 

pembayaran guna memenuhi kebutuhan dan atau kepentingan masyarakat (Muwafik 

Saleh, 2010: 24). 

Konsep pelayan publik diturunkan dari makna public service yang berarti : 

“berbagai aktivitas yang bertujuan memenuhi kebutuhan masyarakat akan 

barang dan jasa” (Paimin Napitupulu, 2001: 165). 

Pelayanan publik diartikan sebagai setiap kegiatan yang dilakukan oleh 

pemerintah terhadap sejumlah manusia yang memiliki setiap kegiatan yang 

menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan 

meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik. 

Menurut Kurniawan menjelaskan tentang arti pelayanan publik. Pelayanan 

publik adalah pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang 

mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara 

yang telah di tetapkan. Selanjutnya menurut kepmenpan   No.63/KEP/M.PAN/7/2003 

publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyeleggara 

pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun 

pelasanaan ketentuan peraturan perundang-undangan (Lijan  Poltak  Sinambela, 

2006: 5). 



30 
 

Dengan demikian pelayan publik adalah pemenuhan keinginan dan kebutuhan 

masyarakat oleh penyelenggara Negara. Menurut Lijan Poltak Sinambela dengan 

perkembangan ilmu pengetahuan dan tenologi yang semakin maju dan kompetisi 

global yang sangat ketat, organisasi yang abisa merebut konsumen potensial hanyalah 

organisasi yang mampu memberikan pelayanan berkualitas. Demikian pula lembaga 

pemerintah semakin dituntut untuk menciptakan kualitas pelayanan yang dapat 

mendorong dan meningkatkan kegiatan ekonomi. Oleh karena itu, pelayanan aparatur 

harus lebih proaktif dalam mencermati paradigma baru global agar pelayanannya 

mempunyai daya saing yang tinggi dalam berbagai aktivitas publik. Untuk itu 

birokrasi seharusnya menjadi center of excellence, pusat keunggulan pemerintahan. 

2. Konsep Pelayanan Publik 

Pekerjaan pelayanan pegawai publik ini telah sering menjadi perhatian banyak 

peneliti karena ia berhubungan sangat erat dengan prestasi kerja seseorang atau 

organisasi dalam mencapai berbagai tujuannya. Permasalahan motivasi pelayanan 

publik (Public Service Motivation) ini telah sering menjadi topik kajian para peneliti 

di Barat dalam upaya mencari dan memahami konsep ideal bagi pelayanan publik 

dan dalam rangka pengembangan ilmu administrasi dan manajemen publik. 

Konsep motivasi secara umum merujuk kepada kekuatan yang memberi 

dorongan, mengarahkan, dan mengekalkan tingkah laku seseorang individu. Teori ini 

didasarkan pada pendapat bahwa terdapat orang-orang yang tertarik  dan termotivasi 

untuk  bekerja di sektor  publik. Tiga  motif  yang dicirikan dalam PSM, yaitu motif 

rasional, norma dan afektif. Motif rasional didasarkan pada individual utility 
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maximization, yaitu bahwa individu tertarik untuk bekerja di   sektor publik karena 

memiliki kepentingan untuk mendukung sektor privat tertentu ketika ia memiliki 

kewenangan atau andil dalam perumusan kebijakan publik. Motif normatif 

didasarkan ada suatu keinginan untuk melayani kepentingan publik, loyalitas 

terhadap tugas dan pemerintah, sedangkan motif afektif didasarkan pada faktor 

emosional, yaitu komitmen terhadap sebuah program yang didasarkan atas suatu 

keyakinan mengenai manfaat sosialnya dan rasa patriotisme. 

Secara spesifik, Perry dan Wise menghipotesiskan bahwa : 

a. Semakin tinggi PSM yang dimiliki individu, maka semakin besar 

kemungkinannya bahwa ia akan menjadi keanggotaan di organisasi 

sektor publik. 

b. PSM berhubungan secara positif dengan kinerja individual di organisasi 

sektor publik. 

c. Organisasi sektor publik yang memiliki anggota dengan PSM yang 

tinggi akan mengurangi ketergantungannya terhadap penggunaan insentif 

yang berguna untuk mengelola kinerja organisasional secara efektif. 

3. Asas-Asas Pelayanan Publik 

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, 

Adapun asas-asas pelayanan publik adalah : 

a. Kepentingan umum, yaitu; Pemberian pelayanan tidak boleh 

mengutamakan kepentingan pribadi dan/atau golongan. 
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b. Kepastian hukum, yaitu Jaminan terwujudnya hak dan kewajiban dalam 

penyelenggaraan pelayanan. 

c. Kesamaan hak, yaitu Pemberian pelayanan tidak membedakan  suku,  ras, 

agama, golongan, gender, dan status ekonomi. 

d. Keseimbangan hak dan kewajiban,  yaitu Pemenuhan hak  harus 

sebanding dengan kewajiban yang harus dilaksanakan, baik oleh pemberi 

maupun penerima pelayanan. 

e. Keprofesionalan, yaitu Pelaksana pelayanan harus memiliki kompetensi 

yang sesuai dengan bidang tugas. 

f. Partisipatif, yaitu Peningkatan peran serta masyarakat dalam 

penyelenggaraan pelayanan dengan memperhatikan aspirasi,  kebutuhan,  

dan  harapan masyarakat. 

g. Persamaan perlakuan/tidak diskriminatif, yaitu Setiap warga negara 

berhak memperoleh pelayanan yang adil. 

h. Keterbukaan, yaitu Setiap penerima pelayanan dapat dengan mudah 

mengakses dan memperoleh informasi mengenai pelayanan yang 

diinginkan. 

i. Akuntabilitas, yaitu Proses penyelenggaraan pelayanan harus dapat 

dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 
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j. Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, yaitu  Pemberian 

kemudahan terhadap kelompok rentan sehingga tercipta keadilan dalam 

pelayanan. 

k. Ketepatan waktu, yaitu Penyelesaian setiap jenis pelayanan dilakukan 

tepat waktu sesuai dengan standar pelayanan. 

l. Kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan, yaitu Setiap jenis  pelayanan 

dilakukan secara cepat, mudah, dan terjangkau. 

4. Prinsip Pelayanan Publik 

Prinsip pelayanan publik adalah : 

a. Kesederhanaan, yaitu prosedur pelayanan publik tidak berbelit- belit, 

mudah dipahami, dan mudah dilaksanakan 

b. Kejelasan, memuat tentang : 

1) Persyaratan teknis dan administratif pelayanan publik 

2) Unit kerja atau pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab 

dalam memberikan pelayanan dan penyelesaian keluhan/ 

persoalan/sengketa dalam pelaksanaan pelayanan publik 

3) Rincian biaya pelayanan publik dan tata cara pembayaran 

c. Kepastian waktu, di mana dalam pelaksanaan pelayanan publik dapat 

diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan 

d. Akurasi, di mana produk pelayanan publik diterima dengan benar, tepat 

dan sah 
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e. Keamanan, proses dan produk pelayanan publik memberikan rasa aman 

dan kepastian hukum 

f. Tanggung jawab, pimpinan penyelenggara pelayanan publik atau pejabat 

yang ditunjuk bertanggungjawab atas penyelenggaraan pelayanan dan 

penyelesaian keluhan atau persoalan dalam pelaksanaan pelayanan publik 

g. Kelengkapan sarana dan prasarana, yaitu tersedianya sarana dan 

prasarana kerja, peralatan kerja dan pendukung lainnya yang memadai 

termasuk penyediaan sarana teknologi komunikasi dan informatika 

(telematika) 

h. Kemudahan akses, di mana tempat dan lokasi serta sarana pelayanan 

yang memadai, mudah dijangkau oleh masyarakat dan dapat 

memanfaatkan teknologi telekomunikasi dan informatika 

i. Kedisiplinan, kesopanan, dan keramahan, di mana pemberi pelayanan 

harus bersikap disiplin, sopan, dan santun, ramah, serta memberikan 

pelayanan dengan ikhlas 

j. Kenyamanan, yaitu lingkungan pelayanan harus tertib, teratur,  

disediakan ruang tunggu yang nyaman, bersih, rapi, lingkungan yang 

indah dan sehat serta dilengkapi dengan fasilitas pendukung pelayanan 

seperti parkir, toilet, tempat ibadah, dan lain-lain (Juniarso Ridwan, 2010: 

101). 
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5. Jenis Pelayanan Publik 

Menurut Undang-Undang No. 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik, 

pelayanan publik dikelompokkan dalam beberapa jenis yang didasarkan pada ciri- 

ciri dan sifat-sifat kegiatan dalam proses pelayanan serta produk pelayanan yang 

dihasilkan. Jenis-Jenis pelayanan itu sebagai berikut : 

a. Pelayanan Administratif, yaitu jenis pelayanan yang diberikan oleh unit 

pelayanan berupa kegiatan pencatatan, penelitian, pengambilan 

keputusan, dokumentasi, dan kegiatan tata usaha lainnya yang secara 

keseluruhan menghasilkan produk akhir berupa dokumen, misalnya 

sertifikat, izin-izin, rekomendasi, keterangan tertulis, pembayaran pajak, 

dan lain-lainnya. Contoh jenis pelayanan ini adalah pelayanan sertifikat 

tanah, pelayanan IMB, pelayanan administrasi kependudukan (KTP, akta 

kelahiran/ kematian). 

b. Pelayanan Barang, yaitu jenis pelayanan yang diberikan oleh unit 

pelayanan berupa kegiatan penyediaan dan atau pengolahan bahan 

berwujud fisik termasuk distribusi dan penyampaiannya kepada 

konsumen langsung sebagai unit atau sebagai individual dalam satu 

system. Secara keseluruhan kegiatan tersebut  menghasilkan produk 

akhir  berwujud benda (berwujud fisik) atau yang dianggap benda yang 

memberikan nilai tambah secara langsung bagi penerimanya. Contoh 

pelayanan ini adalah pelayanan listrik, pelayanan air bersih, pelayanan 

telepon. 
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c. Pelayanan Jasa, yaitu jenis pelayanan yang diberikan oleh unit pelayanan 

berupa penyediaan sarana dan prasarana serta  penunjangnya. 

Pengoperasiannya berdasarkan suatu system pengoperasian tertentu dan 

pasti, produk akhirnya berupa jasa yang mendatangkan manfaat bagi 

penerimanya secara langsung dan habis terpakai dalam jangka waktu 

tertentu. Contoh jenis pelayanan ini adalah pelayanan angkutan darat, 

laut, dan udara, pelayanan kesehatan, pelayanan perbankan, pelayanan 

pos dan pelayanan pemadaman kebakaran. 

Pelayanan publik sebagaimana disebutkan tadi diberikan kepada masyarakat 

manakala memenuhi persyaratan tertentu. Persyaratan itu biasanya berbentuk 

dokumen-dokumen, formulir-formulir, biaya. Pelayanan publik di Indonesia 

sebagian besar dilakukan melalui mekanisme tatap muka langsung. 

Operasionalisasi pelayanan publik pada umumnya dilaksanakan oleh jajaran 

birokrasi paling depan yang berhadapan langsung dengan masyarakat. Jumlah 

jajaran unit pelayanan ini dipastikan cukup banyak dan tersebar di berbagai lokasi. 

Dalam hal ini standarisasi pelayanan menjai aspek penting agar pelayanan di satu 

tempat dengan tempat layanan lainnya tidak terlalu berbeda. 

6. Kewajiban Penyelenggara Pelayanan Publik 

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, 

dalam melaksanakan pelayanan publik, penyelenggara berkewajiban : 

a. Menyusun dan menetapkan standar pelayanan 

b. Menyusun, menetapkan, dan mempublikasikan maklumat pelayanan 
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c. Menempatkan pelaksana yang kompeten 

d. Menyediakan sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik  yang 

mendukung terciptanya iklim pelayanan yang memadai 

e. Memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas 

penyelenggaraan pelayanan publik 

f. Melaksanakan pelayanan sesuai dengan standard pelayanan 

g. Berpartisipasi aktif dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang 

terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik 

h. Memberikan pertanggungjawaban terhadap  pelayanan  yang  

diselenggarakan. 

i. Membantu masyarakat dalam memahami hak dan tanggung jawabnya. 

j. Bertanggung jawab dalam pengelolaan organisasi penyelenggara 

pelayanan publik. 

k. Memberikan pertanggungjawaban sesuai dengan hukum yang berlaku 

apabila mengundurkan diri atau melepaskan tanggung jawab atas posisi 

atau jabatan. 

Memenuhi panggilan atau mewakili organisasi untuk hadir atau melaksanakan 

perintah suatu tindakan hukum atas permintaan pejabat yang berwenang dari lembaga  

negara  atau  instansi pemerintah  yang berhak, berwenang, dan sah sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan. 
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B. Tinjauan Umum Tentang Perizinan 

1. Pengertian Izin 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian izin 

yaknipernyataan mengabulkan (tiada melarang, dsb) sedangkan perizinan adalahhal 

pemberian izin (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1999: 567). Secara yuridis 

pengertian izin dan perizinan tertuang didalam Pasal 1 angka 8 dan 9 Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Pada Pasal 1 angka 8 ditegaskan bahwa : 

“Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan 

peraturan daerah atau peraturan lain yang merupakanbukti legalitas, dinyatakan 

sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau 

kegiatan tertentu.” (Permendagri No. 36 Tahun 2014). 

Pada Pasal 1 angka 9 menegaskan bahwa : 

“Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/ 

kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.” 

(Permendagri No. 36 Tahun 2014).
 
 

Definisi izin dan perizinan didefinisikan sama dalam Pasal 1 angka 8 dan angka 

9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman 

Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah. 

Menurut Pasal 1 ayat (19) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang 

Administrasi Pemerintahan, yang menjelaskan bahwa : 
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“Izin  adalah Keputusan Pejabat Pemerintahan yang berwenang  sebagai wujud 

persetujuan ataspermohonan Warga Masyarakat sesuai  dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan.” (UU No. 30 Tahun 2014).
 
 

Adapun Sjachran Basah dalam Adrian Sutedi memberikan definisi tentang izin 

yaitu : 

“Perbuatan hukum administrasi negara bersegi satu yang mengaplikasikan 

peraturan dalam hal konkrit berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana 

ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.” (Adrian Sutedi, 

2011: 170). 

Sedangkan menurut Bagir Manan, menjelaskan bahwa : 

“Izin dalam arti luas berarti suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan 

peraturan perundang-undangan untuk memperbolehkan melakukan tindakan 

atau perbuatan tertentu yang secara umum dilarang” (Adrian Sutedi, 2011: 

170). 

Sedangkan menurut E. Utrecht dalam Adrian Sutedi berpendapat bahwa bila 

mana pembuat peraturan tidak umumnya melarang suatu perbuatan, tetapi masih juga 

memperkenankannya asal saja diadakan dengan cara yang ditentukan untuk masing-

masing hal konkrit, maka perbuatan administrasi negara yang memperkenankan 

perbuatan tersebut bersifat suatu izin (vergunning). Izin (vergunning) adalah suatu 

persetujuan dari penguasa berdasarkan Undang-Undang atau peraturan pemerintah 

untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan 

peraturan perundang-undangan (Adrian Sutedi, 2011: 167-168). 
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Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku 

usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.Izin ialah 

salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi, untuk 

mengemudikan tingkah laku para warga (Philipus M. Hadjon, 1993: 2). 

Lain halnya menurut WF. Prins, dalam Soehinomemberikan pengertian izin 

sebagai berikut :  

“Pernyataan yang biasanya dikeluarkan sehubungan dengan suatu perbuatan 

yang pada hakekatnya harus dilarang tetapi hal yang menjadi objek dan 

perbuatan tersebut menurut sifatnya tidak merugikan dan perbuatan itu dapat 

dilaksanakan asal saja di bawah pengawasan alat-alat perlengkapan 

Administrasi Negara” (Soehino, 2004: 94). 

Selain itu izin juga dapat diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan atau 

pembebasan dari suatu larangan.Terdapat juga pengertian izin dalam arti sempit 

maupun luas : 

a. Izin dalam arti luas yaitu semua yang menimbulkan akibat kurang lebih 

sama, yakni bahwa dalam bentuk tertentu diberi perkenaan untuk 

melakukan sesuatu yang mesti dilarang. 

b. Izin dalam arti sempit yaitu suatu tindakan dilarang, terkecuali 

diperkenankan, dengan tujuan agar ketentuan-ketentuan yang 

disangkutkan dengan perkenaan dapat dengan teliti diberikan batas-batas 

tertentu bagi tiap kasus (Philipus M. Hadjon, 1993: 2-3). 
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Perizinan dapat berbentuk tertulis maupun tidak tertulis, dimana di dalamnya 

harus termuat unsur-unsur antara lain : 

a. Instrumen yuridis 

Izin merupakan instrument yuridis dalam bentuk ketetapan yang bersifat 

konstitutif dan yang digunakan oleh pemerintah untuk menghadapi atau mentapkan 

peristiwa konkret, sebagai ketetapan izin itu dibuat dengan ketentuan dan persyaratan 

yang berlaku pada ketetapan pada umumnya. 

b. Peraturan perundang-undangan 

Pembuatan dan penerbitan ketetapan izin merupakan tindakan hukum 

permerintahan, sebagai tindakan hukum maka harus ada wewenang yang diberikan 

oleh peraturan perundang-undangan atau harus berdasarkan pada asas legalitas, tanpa 

dasar wewenang, tindakan hukum itu menjadi tidak sah, oleh karena itu dalam hal 

membuat dan menerbitkan izin haruslah didasarkan pada wewenang yang diberikan 

oleh peraturan per-UUan yang berlaku, karena tanpa adanya dasar wewenang tersebut 

ketetapan izin tersebut menjadi tidak sah (Adrian Sutedi, 2011: 201-202). 

c. Organ pemerintah 

Organ pemerintah merupakan organ yang menjalankan urusan pemerintahan 

baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah. Menurut Sjachran Basah dalam Ridwan 

HR, mengatakan bahwa : 

“Dari penelusuran pelbagai ketentuan pemerintah dapat diketahui, bahwa mulai 

dari administrasi negara tertinggi (presiden) sampai dengan administrasi negara 

terendah (lurah) berwenang memberikan izin. Ini berarti terdapat aneka ragam 
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administrasi negara (termasuk instansinya) pemberi izin, yang didasarkan pada 

jabatan yang dijabatnya baik di tingkat pusatmaupun daerah” (Ridwan HR, 

2008: 204). 

d. Peristiwa konkrit 

Peristiwa konkrit merupakan peristiwa yang terjadi pada waktu tertentu, orang 

tertentu, tempat tertentu, dan fakta hukum tertentu. Peristiwa konkrit yang beragam 

menyebabkan izin juga beragam. Izin kemudian dibuat dalam proses yang 

prosedurnya diatur sesuai kewenangan pemberi izin, macam izin dan struktur 

organisasi yang menerbitkannya. Tetapi jenis izin dan instansi pemberi izin dapat 

berubah seiring dengan perubahan peraturan perundang-undangan yang terkait 

dengan izin tersebut (Ridwan HR, 2008: 204). 

e. Prosedur dan persyaratan 

Pada umumnya permohonan izin harus menempuh prosedur tertentu yang 

ditentukan oleh pemerintah, selaku pemberi izin.Selain itu pemohon juga harus 

memenuhi persyaratan persyaratan tertentu yang ditentukan secara sepihak oleh 

pemerintah atatu pemberi izin. Prosedur dan persyaratan perizinan itu berbeda-beda 

tergantung jenis izin, tujuan izin, dan instansipemberi izin (Adrian Sutedi, 2011: 

200). 

Menurut Soehino, menjelaskan bahwa : 

“Syarat-syarat dalam izin itu bersifat konstitutif dan kondisional, konstitutif, 

karena ditentukan suatu perbuatan atau tingkah laku tertentu yang harus 

(terlebih dahulu) dipenuhi, kondisional, karena penilaian tersebut baru ada dan 
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dapat dilihat serta dapat dinilai setelah perbuatan atau tingkah laku yang 

disyaratkan itu terjadi” (Soehino, 1994: 97). 

Penentuan prosedur dan persyaratan perizinan ditentukan oleh pemerintah 

secara sepihak, namum pemerintah tidak dapat menentukannya secara sewenang-

wenang, tetapi harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi 

dasar dari izin tersebut.pemerintah dalam menentukan prosedur dan persyaratan 

perizinan tidak dapat melampaui batas tujuan yang hendak dicapai oleh peraturan 

hukum yang menjadi dasar perizinan tersebut (Soehino, 1994: 98). 

Pada umumnya sistem izin terdiri dari : 

a. Larangan. 

b. Persetujuan yang merupakan dasar kekecualian (izin). 

c. Ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan izin (Y. Sri Pudyatmoko, 

2009: 17-18). 

Perizinan menurut perundang-undangan yang telah ditetapkan, selalu memuat 

ketentuan-ketentuan penting yang melarang warga masyarakat yang bertindak tanpa 

izin. Sehubungan dengan ketentuan tersebut sebagai konsejuensinya, maka dalam 

rangka penegakan hokum yang bersangkutan, dilengkapi pula dengan adanya 

ketentuan sanksi.Sanksi ini merupakan bagian penutup yang terpenting adil dalam 

hukum termasuk hukum admnistrasi, karena setiap peraturan perundang-undangan 

yang memuat perintah atau larangan, apabila tidak disertai sanksi, maka efektifitas 

dari peraturan tersebut tidak lagi mempunyai daya paksa. 
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2. Fungsi dan Tujuan Perizinan. 

Adapun mengenai fungsi perizinan, hal ini tergantung pada kenyataan konkret 

yang dihadapi. Keragaman peristiwa konkret menyebabkan keragaman pula dari 

fungsi izin ini, yang secaraumum dapat disebutkan sebagai berikut : 

a. Keinginan mengarahkan (mengendalikan“sturen”) aktivitas-aktivitas 

tertentu, misalnya izin pembangunan. 

b. Mencegah bahaya bagi lingkungan (izin-izin lingkungan). 

c. Keinginan melindungi objek-objek tertentu (izin terbang, izin 

membongkar pada monumen-monumen). 

d. Hendak membagi benda-benda yang sedikit (izin penghuni di daerah 

padat penduduk). 

e. Pengarahan, dengan menyeleksi orang-orang dan aktivita-saktivitas (izin 

berdasarkan “drank en horecawet”, dimana pengurus harus memenuhi 

syarat-syarat tertentu) (Y. Sri Pudyatmoko, 2009: 30). 

Secara umum tujuan perizinan adalah pengendalianaktivitas pemerintah dalam 

hal-hal tertentu dimana ketentuannya berisi pedoman-pedoman yang harus 

dilaksanakan baik yang berkepentingan ataupun pejabat yang berwenang. Tujuan dari 

perizinan dapat dilihat dari dua sisi yaitu : 

a. Dari sisi pemerintah 

Melalui sisi pemerintah tujuan pemberian izin adalah : 
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1. Untuk melaksanakan peraturan 

Apakah ketentuan-ketentuan yang termuat dalam peraturan tersebut 

sesuai dengan kenyataan dalam praktiknya atau tidak dan sekalipun 

untuk mengatur ketertiban. 

2. Sebagai sumber pendapatan daerah 

Dengan adanya permintaan permohonan izin, maka secara langsung 

pendapatan pemerintah akan bertambah karena setiap izin yang 

dikeluarkan pemohon harus membayar retribusi dahulu. Semakin 

banyak pula pendapatan di bidang retribusi tujuan akhirnya yaitu 

untuk membiayai pembangunan. 

b. Dari sisi masyarakat 

Adapun dari sisi masyarakat tujuan pemberian izin itu adalah sebagai berikut : 

1. Untuk adanya kepastian hukum. 

2. Untuk adanya kepastian hak. 

3. Untuk mendapatkan fasilitas (Adrian Sutedi, 2011: 195). 

Izin digunakan oleh penguasa sebagai instrument untuk mempengaruhi 

hubungan dengan para warganya agar mau mengkikuti cara yang dianjurkan guna 

mencapai suatu tujuan konkret. Namun kadang ia dapat disimpulkan dari konsideran 

undang-undang dan peraturan yang mengatur izin tersebut atau dapat pula dari 

sejarah lahirnya undang-undang tersebut. Instrument izin digunakan oleh penguasa 

pada sejumlah besar bidang kebijaksanaan. Ini terutama berlaku pada hukum 

lingkungan, hukum pangaturan ruang dan hukum perairan. Namun juga dalam hukum 
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administrasi social ekonomi, budaya dan kesehatan, pemberian izin merupakan hal 

yang sangat penting dilakukan sebelum suatu kegiatan dilakukan. 

Di dalam berbagia sektor kebijaksanaan, panguasa dapat berdiri secara 

berdampingan dengan berbagai sistem izin dengan motif sejenis. Ini berhubungan 

dengan perkembangan terutama pada tahun-tahun terakhir, bahwa di dalam bidang-

bidang kebijaksanaan itu. Dengan demikian timbul berbagai bidang bagian dari 

kebijaksanaan dengan sistem-sistem izin yang juga berdiri berdampingan di 

dalamnya. 

Dengan mengikat tindakan-tindakan pada suatu system perijinan, pembuat 

undang-undang dapat mengejar berbagai tujuan. Dengan kata lain, motif-motif untuk 

menggunakan sistem perijinan dapat dirumuskan sebagai berikut : 

a. Keinginan mengarahkan atau mengendalikan aktivitas-aktivitas tertentu 

(misalnya izin mendirikan bangunan)  

b. Mencegah bahaya lingkungan (misalnya izin-izin lingkungan)  

c. Keinginan untuk melindungi obyek-obyek tertentu (misalnya izin terbang, 

izin membongkar pada monumen-monumen)  

d. Hendak membagi benda-benda yang sedikit (misalnya izin penghuni 

daerah yang padat penduduk)  

e. Pengarahan dengan menyeleksi oarng-orang dan aktivitas-aktivitas 

tertentu (Muchsan, 1997: 23). 
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3. Sanksi Perizinan 

Adapun dalam hal mengenai sanksi, hukum administrasi merupakan bagian 

kekuasaan pemerintah (bestur) sehingga sering kali penegakan hukum administrasi 

negara diartikan sebagai penerapan alat atas reaksi pelanggaran norma hukum 

administarsi negara. Kaitannya dengan norma hukum maka sering kali dihubungkan 

dengan sanksi. Berikut  ini ada beberapa macam sanksi administratif dalam hukum 

adminitrasi negara : 

a. Bestuurwang (paksaan pemerintah)  

Kewenangan untuk atas biaya pelanggar menyingkirkan, mencegah, 

melakukan atau mengembalikan pada keadaan semula apa yang 

bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  

b. Penarikan kembali putusan  

Keputusan akan ditarik kembali oleh pemerintah, apabila :  

1) berkepentingan tidak memenuhi pembatasan-pembatasan, syarat-

syarat atau ketentuan perundang-undangan.  

2) berkepentingan pada waktu itu mengajukan permohonan 

menggunakan data yang tidak benar atau lengkap.  

c. Pengenaan denda administratif. 

Sanksi yang berupa kewajiban membayar sejumlah uang dikarenakan 

melanggar ketentuan yang ada sebagaimana diatur dalam peraturan 

perundang-undangan.  

d. Pengenaan uang paksa (dwangsom) (Philipus M. Hadjon, 1993: 257) 
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Sanksi untuk mengganti sanksi bestuurdwang apabila bestuurdwang sulit 

dijalankan. Disamping sanksi administratif tersebut diatas pelanggaran aturan 

perizinan juga dapat dikenakan sanksi pidana, yang dapat diterapkan secara komulatif 

bersama-sama dengan sanksi administratif. 

 

C. Tinjauan Umum Tentang Pendidikan 

Anggapan dan keyakinan terhadap pendidikan sebagai suatu proses untuk 

menjadi terkemuka, semakin memantapkan dan memperkokoh arti pendidikan dalam 

menciptakan peningkatan kualitas peserta didik atau yang lebih dikenal dengan 

pengembangan sumber daya manusia (SDM), terutama dalam memasuki era 

globalisasi. Tidaklah berlebihan apabila negara sebagai pihak yang betanggungjawab 

dalam menyediakan pendidikan, menggantungkan harapan pada sektor pendidikan 

dalam rangka mengembangkan dan mengoptimalkan potensi setiap individu sehingga 

dapat berkembang secara maksimal.  

Pendidikan dalam arti umum merupakan suatu bentuk pembelajaran dimana 

pengetahuan, keterampilan dan kebiasaan dari sekelompok orang yang dipindahkan 

dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, penelitian 

atau hanya melalui otodidak. Umumnya itu terjadi melalui pengalaman yang 

memiliki efek normatif pada cara orang berpikir, merasa atau bertindak 

(http://en.wikipedia.org/wiki/Education). Hal ini berarti, pendidikan menjadi sarana 

bagi setiap orang dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan serta 

kebiasaan. Proses tersebut tidaklah berlangsung dengan sendirinya, tapi melalui suatu 
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bentuk pengajaran ataupun pelatihan. Proses tersebut yang dinamakan dengan 

sekolah, baik itu jalur formal maupun nonformal. 

Pendidikan adalah suatu proses dimana suatu bangsa mempersiapkan generasi 

mudanya untuk menjalankan kehidupan dan untuk memenuhi tujuan hidup secara 

efektif dan efisien. Menurut Azyumardi Azra, pendidikan lebih dari sekedar 

pengajaran. Pendidikan adalah suatu proses dimana suatu bangsa atau negara 

membina dan mengembangkan kesadaran diri diantara individu-individu (Azyumardi 

Azra, 2010: 12). Dengan demikian, pendidikan benar-benar menjadi kebutuhan yang 

tidak hanya dibutuhkan oleh satu individu ataupun kelompok saja, tetapi menjadi 

kebutuhan setiap orang dalam hal membangun dan mengembangkan moral dan 

kehidupan setiap individu dalam suatu bangsa atau negara. Pendidikan dapat 

dikatakan sebagai latihan fisik, mental dan moral bagi individu-individu dalam 

menciptakan suatu bangsa yang berbudaya. 

Pendidikan adalah setiap usaha, pengaruh, perlindungan dan bantuan yang 

diberikan kepada anak tertuju kepada pendewasaan anak itu, atau lebih tepat 

membantu anak agar cukup cakap melaksanakan tugas hidupnya sendiri Pengaruh itu 

datangnya dari dari orang dewasa atau yang diciptakan oleh orang dewasa, seperti 

sekolah, buku, putaran hidup sehari-hari, dan ditujukan kepada orang yang belum 

dewasa (Azyumardi Azra, 2010: 15). 

Pendapat Langeveld ini, memberikan pemahaman bahwa pendidikan benar-

benar menjadi hak dasar yang tidak dapat dikesampingkan terutama bagi anak, tanpa 

terkecuali. Pendidikan menjadi media bagi setiap anak dalam mengembangkan 



50 
 

kedewasaannya. Kedewasaan disini tidak hanya dilihat dari segi umur anak tersebut, 

tapi dari kemampuan anak mengemban dan memangku hak dan kewajiban mereka 

dalam kehidupan sehari-hari. Adapun dalam hal ini, tentang implementasi dari 

terpenuhinya hak yang berkaitan dengan pendidikan bagi anak, tidak terlepas dari 

sarana dan prasarana yang tujuannya untuk melengkapi kegiatan belajar mengajar 

yang menjadi salah satu dari aktivitas pendidikan itu sendiri. 

Pendapat yang sama dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara, Beliau 

menyatakan bahwa pendidikan merupakan tuntutan didalam hidup tumbuhnya anak-

anak. Adapun maksudnya, pendidikan yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang 

ada pada anak-anak itu, agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota 

masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya 

(http://id.wikipedia.org/wiki/Dasar_Pendidikan). 

Berdasarkan pendapat Langeveld dan Ki Hajar Dewantara, secara garis besar 

keduanya memiliki kesamaan dalam mendefinisikan pendidikan. Pendidikan 

dijadikan patokan dasar dalam mencapai kemaslahatan hidup. Adapun dalam hal ini, 

baik Langeveld dan Ki Hajar Dewantara sama-sama berargumen bahwa pendidikan 

menjadi tuntutan dan kebutuhan setiap orang tanpa ada diskriminasi. Oleh karena itu, 

negara memiliki kewajiban dalam mengimplementasikan hak atas pendidikan dengan 

melakukan berbagai upaya dan kebijakan untuk mencapai hal tersebut. 

Pendidikan menurut Redja Mudyahardjo adalah suatu proses atau kegiatan yang 

diarahkan untuk mengubah perilaku manusia (human behavior), berupa setiap 

tanggapan atau perbuatan seseorang (Redja Mudyaharjo, 2001: 4). Redja 
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Mudyahardjo mengemukakan bahwa istilah pendidikan (education) berkaitan dengan 

fungsi yang luas dari pemeliharaan dan perbaikan kehidupan suatu masyarakat, 

terutama membawa generasi muda kearah peran-peran baru bagi penunaian 

kewajiban dan tanggungjawabnya di masyarakat. 

Pendidikan merupakan aktivitas atau proses sosial yang esensial yang 

memungkinkan generasi muda hidup eksis dalam kompleksitas sosial, moderniasi 

ekonomi, dan kemajuan ilmu pengetahuan serta teknologi. Manusia sebagai makhluk 

sosial senantiasa melakukan proses belajar, baik melalui jalur pendidikan formal 

maupun informal, sehingga transformasi ilmu pengetahuan akan terus berjalan (Redja 

Mudyaharjo, 2001: 8). 

Berdasarkan UU No. 2 Tahun 1989, pendidikan adalah usaha sadar untuk 

menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan atau latihan 

bagi peranannya dimasa yang akan datang. Melalui pendidikan yang baik dan 

berkualitas, akan menghasilkan generasi penerus yang berkualitas pula bagi 

perkembangan bangsa dimasa kini dan masa akan datang. Hampir sama dengan 

definisi diatas, Pasal 1 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2003, mendefinisikan pendidikan 

sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses 

pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk 

memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, 

akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat bangsa dan 

negara. 



52 
 

Pendidikan sesungguhnya dapat dikatakan sebagai wujud kebijakan yang baik 

untuk rakyat, melihat kondisi negara kita dimana tidak semua orang dapat 

mengenyam bangku pendidikan. Oleh karena itu, negara melalui pemerintah ikut 

serta dalam usaha mencerdaskan kehidupan bangsa dengan berbagai program yang 

berhubungan dengan pendidikan. Salah satu program yang dicanangkan pemerintah 

sebagai wujud dari kebijakan yang pro rakyat yang dilaksanakan oleh pemerintah 

yakni pendidikan dasar yang wajib dan cuma-cuma. 

Definisi-definisi diatas menggiring penulis pada beberapa kesimpulan. Pertama, 

pendidikan adalah proses kemanusiaan dan pemanusiaan setiap orang yang dilakukan 

dalam suatu bentuk pengajaran dan pelatihan. Kedua, pendidikan adalah proses sosial 

yang dibangun untuk menggali dan mengembangkan potensi dasar manusia agar 

menjadi insan beradab. Ketiga, pendidikan adalah proses manusiawi yang dilakukan 

oleh setiap orang untuk menumbuhkan kedewasaan dengan menunjukkan potensi 

yang ada dan yang sesuai. Keempat, aktivitas-aktivitas pendidikan yang mencakup 

proses merealisasikan pengetahuan yang terjadi pada sistem kelembagaan pendidikan 

dalam hal ini sekolah maupun pada proses sosial pada umumnya. 

 

D. Tinjauan Umum Tentang Kabupaten Bengkalis 

1. Letak Geografis 

Kabupaten Bengkalis merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Riau. 

Wilayahnya mencakup daratan bagian pesisir timur Pulau Sumatera dan wilayah 

kepulauan, dengan luas 773.393 ha. Kabupaten Bengkalis secara geografis terletak 
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antara 2°30’ Lintang Utara - 0°56’ Lintang Utara dan 100°52’ Bujur Timur - 102°31’ 

Bujur Timur. Kabupaten Bengkalis memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut : 

a. Sebelah utara berbatasan dengan Selat Malaka. 

b. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Siak dan Kabupaten 

Meranti. 

c. Sebelah barat berbatasan dengan Kota Dumai, Kabupaten Rokan Hilir 

dan Kabupaten Rokan Hulu. 

d. Sebelah timur berbatasan dengan Selat Malaka. 

Wilayah Kabupaten Bengkalis dialiri oleh beberapa sungai. Diantara sungai 

yang ada di daerah ini yang sangat penting sebagai sarana perhubungan utama dalam 

perekonomian penduduk adalah Sungai Siak dengan panjang 300 km, Sungai Siak 

Kecil 90 km dan Sungai Mandau 87 km. Secara administrasi Kabupaten Bengkalis 

terdiri dari 8 (delapan) wilayah kecamatan yaitu Kecamatan Bengkalis (51.400 ha), 

Kecamatan Mandau (93.747 ha), Kecamatan Pinggir (250.300 ha), Kecamatan Bukit 

Batu (112.800 ha), Kecamatan Siak Kecil (74.221 ha), Kecamatan Rupat (89.635 ha), 

Kecamatan Rupat Utara (62.850 ha) dan Kecamatan Bantan (42.440 ha). Letak 

Kabupaten Bengkalis sangat strategis, karena disamping berada di tepi jalur pelayaran 

internasional Selat Malaka, juga berada pada kawasan segitiga pertumbuhan ekonomi 

Indonesia-Malaysia-Singapura (IMS-SG) dan kawasan segitiga pertumbuhan 

ekonomi IndonesiaMalaysia-Thailand (IMT-GT). 

 

 



54 
 

2. Pembagian Wilayah 

Kecamatan Secara Administratif Kabupaten Bengkalis terbagi dalam 8 

Kecamatan, 102 Kelurahan/ Desa yang berada disetiap kecamatan yang tersebar di 

seluruh wilayah Kabupaten Bengkalis. Kabupaten Bengkalis memiliki luas wilayah 

7.793,93 km². Tercatat Jumlah Penduduk Kabupaten Bengkalis menurut data BPS 

Kabupaten Bengkalis, (2016) 551,683 Jiwa. 

Berikut adalah tabel luas wilayah kecamantan yang di Kabupaten Bengkalis : 

Tabel 2.1 

Luas Wilayah Administratif Kabupaten Bengkalis 

Berdasarkan Jumlah Kecamatan 

 

No Kecamatan Kota Kecamatan Luas Kecamatan 

1 Bantan Selat Baru 424,40 km² 

2 Bengkalis Bengkalis 514,00 km² 

3 Bukit Batu Sungai Pakning 1.128,00 km² 

4 Mandau Duri 937,47 km² 

5 Rupat Batu Panjang 1.524,85 km² 

6 Rupat Utara Tanjung Medang 628,50 km² 

7 Pinggir Pinggir 2.503,00 km² 

8 Siak Kecil Lubuk Muda 742,21 km² 

 

Sumber : Pemkab Bengkalis Tahun 2018 
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3. Kondisi Pemerintahan 

Organisasi Pemerintah Kabupaten Bengkalis berdasarkan Peraturan Daerah 

Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah dan 

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, terdiri dari Pemerintah Daerah adalah 

Bupati Bengkalis dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan 

daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Kabupaten Bengkalis sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. 

4. Visi dan Misi Kabupaten Bengkalis 2016-2021 

a. Visi, yaitu : 

“Terwujudnya Kabupaten Bengkalis sebagai model negeri maju dan makmur di 

Indonesia”. 

b. Misi, yaitu : 

1) Terwujudnya pemerintahan yang berwibawa, serta memiliki 

ketransparanan dan bertanggung jawab serta dapat melaksanakan 

kepimpinan dengan bijak, berani dan ikhlas. 

2) Terwujudnya pengelolaan seluruh potensi daerah dan sumber daya 

manusia untuk memakmurkan rakyat. 

3) Terwujudnya penyediaan infrastruktur yang berkualitas untuk 

mensejahterakan rakyat. 

Dalam rangka menjadikan Kabupaten Bengkalis sebagai negeri yang maju dan 

makmur, Kabupaten Bengkalis akan dibagi menjadi empat pusat kegiatan 

pembangunan secara spesial, yakni : 
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a. Gerbang Utama. Fokus menjadikan Pulau Bengkalis sebagai Pusat 

Pemerintahan, Pusat Pendidikan Terpadu dan Pusat Pengembangan 

Budaya Melayu Serumpun. 

b. Gerbang Laksamana. Fokus menjadikan Kecamatan Bukit Batu dan 

Kecamatan Siak Kecil sebagai Kawasan Industri Wisata Religius, 

Pelabuhan ekspor-impor, pusat pengembangan pertanian, perkebunan dan 

peternakan modern yang pro rakyat. 

c. Gerbang Permata, Fokus menjadikan Kecamatan Mandau dan Kecamatan 

Pinggir sebagai Pusat Pengembangan Industri, Pertambangan, 

Perdagangan, Ketenagakerjaan, Peternakan, Pertanian dan Perkebunan. 

d. Gerbang Pesisir. Fokus untuk menjadikan Pulau Rupat sebagai pusat 

pariwisata unggulan daerah, perkebunan, peternakan, kelautan dan 

perikanan. 

5. Kependudukan Penduduk 

Kabupaten Bengkalis pada tahun 2016 tercatat memiliki jumlah sebanyak 

551.683 jiwa yang terdiri atas 283.225 jiwa penduduk laki-laki dan 268.458 jiwa 

penduduk perempuan. Dibandingkan jumlah penduduk pada tahun 2015, penduduk di 

Kabupaten Bengkalis pada dasarnya mengalami peningkatan populasi sebesar 1,41 

persen dengan masing-masing pesentase pertembuhan sebesar 1,41 persen penduduk 

lakilaki dan 1,41 persen penduduk perempuan. Sementara itu besarnya angka rasio 

jenis kelamin tahun 2016 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 

106. 
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Kepadatan penduduk di Kabupaten Bengkalis tercatat pada tahun 2016 

mencapai 71 jiwa/km² dengan rata-rata jumlah penduduk perumah tangga sebanyak 4 

orang. Kepadatan penduduk yang dimiliki Kabupaten Bengkalis setiap kecamatannya 

memiliki perbedaan dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di Kecamatan 

Mandau dengan kepadatan 259 jiwa/km² dan terendah di Kabupaten Rupat Utara 

sebesar 23 jiwa/km². 
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BAB III 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Pelaksanaan Penerbitan Izin Sekolah Swasta Oleh Pemerintah Bengkalis 

Tahun 2018 

Pendidikan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 

Bab I Pasal 1 ayat (1) tentang Sistem Pendidikan Nasional pendidikan diartikan 

sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses 

pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk 

memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, 

akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan 

negara.  

Pendidikan bagi bangsa Indonesia sangatlah penting, hal ini tercermin kedalam 

salah satu cita-cita atau tujuan bangsa Indonesia yaitu mencerdaskan kehidupan 

bangsa. Negara melalui pemerintah mengupayakan agar setiap warga negara berhak 

mendapatkan pendidikan dan pemerintah wajib membiayainya.Pendidikan terdir dari 

dua macam yakni pendidikan formal dan informal yang dimulai dari jenjang 

pendidikan usia dini, TK, SMP,SMA hingga keperguruan tinggi.  

Pendidikan merupakan urusan pemerintah wajib yang berkaitan dengan 

pelayanan dasar yang harus diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat (Pasal 12 

UU No. 23 Tahun 2014). Urusan wajib tersebut dibagi bersama antara pemerintah 

pusat dan pemerintah daerah. Penyelenggaraan urusan pengelolaan pendidikan, selain 
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menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, urusan pengelolaan pendidikan juga 

menjadi kewenangan dan tanggung jawab pemerintahan daerah. Melalui otonomi 

daerah pemerintahan daerah memiliki hak untuk menyelenggarakan urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangannya sesuai dengan potensi, kebutuhan, dan 

permasalahan di daerahnya masing-masing. 

Kewenangan pemerintahan daerah dalam penyelenggaraan urusan pendidikan, 

selanjutnya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 

tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 

Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Pasal 7 ayat (1) menentukan 

bahwa : 

“Urusan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh 

pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota, 

berkaitan dengan pelayanan dasar” (Pasal 7 ayat (1), PP No. 38 Tahun 2007). 

Kewenangan penyelenggaraan satuan pendidikan tingkat menengah menurut 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah adalah milik 

Pemerintah Daerah Provinsi. Kewenangan tersebut beralih dari undangundang 

sebelumnya yang menentukan bahwa kewenangan penyelenggaraan satuan 

pendidikan tingkat menengah milik pemerintah daerah Kabupaten/Kota. 

Pemerintah daerah dikabupaten Bengkalis dalam menyelenggarakan pendidikan 

secara konkritnya menggunakan izin. Pemerintah daerah kabupaten Bengkalis yang 

bertugas memberikan izin, menerbitkan izin, serta melakukan pengawasan terhadap 

izin. Pemerintah daerah kabupaten Bengkalis memberikan, menerbitkan, sekaligus 
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melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan izin bagi pihak yang ingin 

menyelenggarakan satuan pendidikan se kabupaten Bengkalis. Jika dalam proses 

pengawasan izin penyelenggaraan satuan pendidikan tersebut, terdapat kesalahan atau 

izin tersebut tidak memenuhi persyaratan yang ada di perundang-undangan maka izin 

tersebut akan dicabut atau satuan pendidikan tersebut akan ditutup oleh pemerintah 

kabupaten Bengkalis. 

Pasal 15 Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia 

Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, Dan Penutupan 

Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah, penutupan satuan pendidikan terjadi 

apabila tidak terpenuhinya syarat-syarat pendirian satuan pendidikan dan satuan 

pendidikan tersebut tidak menyelenggarakan kegiatan pembelajaran. Dalam pasal 

tersebut yang berhak menutup satuan pendidikan adalah gubernur atau 

bupati/walikota berdasarkan usul kepala dinas propinsi atau kepala dinas 

kabupaten/kota sesuai dengan jenjang dan jenis pendidikan yang menjadi 

kewenangannya. Jika satuan pendidikan ditutup maka pemerintah harus menanggung 

resiko atau akibat hukum yang dihadapi. Akibat hukum tersebut adalah pemindahan 

atau penyaluran meliputi sarana dan prasarana satuan pendidikan, peserta didik dan 

tenaga kependidikan, serta aset yang dimiliki satuan pendidikan tersebut (Pasal 15 

Permendikbud No. 36 Tahun 2014).hal ini juga diimplementasikan oleh pemerintah 

kabupaten Bengkalis terhadap satuan pendidikan dan satuan pendidikan tersebut tidak 

menyelenggarakan kegiatan pembelajaran. 
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Mengenai kewajiban pemerintah daerah tersebut diatur dalam pasal 12 ayat 1 

Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah bahwa salah 

satu urusan pemerintah wajib berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi pendidikan. 

Kemudian dijelaskan juga pada penjelasan Pasal 374 bahwa penerbitan izin 

pendidikan yang diselenggarakan menjadi kewenangan pemerintah daerah, 

pemerintah kabupaten Bengkalis dalam hal ini memberikan kewenangan kepada 

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu (DPMPSP) sebagai garda 

terdepan yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan pelayanan publik terhadap 

masyarakat khususnya disini pelayanan terhadap penerbitan izin sekolah swasta se 

Kabupaten Bengkalis tahun 2018 yang mana pemerintah melalui Dinas Penanaman 

Modal dan Pelayanan Satu Pintu (DPMPSP) adalah sebagai pelayan masyarakat 

harus memberikan pelayanan yang mumpuni demi tercapainya tujuan dari pelayanan 

publik yang mana pelayanan yng secara umum didambakan ialah kemudahan dalam 

pengurusan kepentingan, mendapatkan pelayanan yang wajar, mendapatkan 

perlakuan yang sama tanpa pilih- kasih, mendapatkan perlakuan yang jujur dan terus 

terang. 

Adapun mengenai Izin yang dimaksud disini dapat berupa izin pendirian dan 

izin tempat. Yang dimaksud dengan izin pendirian dan operasional sekolah adalah 

sebagai keputusan pejabat yang berwenang sebagai wujud persetujuan atas 

permohonan warga masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. Sesuai dengan pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, 
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Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah bahwa pihak yang 

mempunyai kewenangan terhadap pemberian izin mendirikan sekolah yaitu 

Bupati/Walikota. 

Pemberian suatu izin biasanya selalu diikuti dengan prosedur dan proses yang 

harus dilakukan oleh para pemohon. Proses dan prosedur pemberian izin tersebut 

terdapat didalam setiap peraturan jenis izin. Proses dan prosedur dapat meliputi 

prosedur pelayanan perizinan, proses penyelesaian perizinan yang merupakan proses 

internal yang dilakukan oleh aparat atau petugas. Dalam setiap tahapan pekerjaan 

tersebut, masing-masing pegawai dapat mengetahui peran masing-masing dalam 

proses penyelesaian perizinan (Adrian Sutedi, 2011: 185). Permohonan izin harus, 

menempuh prosedur yang ditentukan oleh perundang-undangan. Disamping harus 

menempuh prosedur tertentu, pemohon izin juga harus memenuhi persyaratan- 

persyaratan tertentu yang ditentukan secara sepihak oleh pemerintah atau pemberi 

izin (Ridwan H.R., 2008: 207). 

Dalam regulasi dan deregulasi, persyaratan dalam proses pemberian izin harus 

menjadi satu yang paling utama. Arah perbaikan sistem perizinan dengan depan, 

paling tidak memenuhi kriteria berikut : 

1. Tertulis dengan jelas 

Regulasi sulit dilaksanakan dengan baik tanpa tertulis dengan jelas. Oleh 

karena itu, regulasi perizinan harus dituliskan dengan jelas. 

2. Memungkinkan untuk dipenuhi 



63 
 

Perizinan harus berorientasi pada asas kemudahan untuk dilaksanakan 

oleh pengurus izin. Meskipun tetap memperhatikan sasaran regulasi yang 

bersifat ideal. 

3. Berlaku universal 

Perizinan harusnya tidak menimbulkan efek diskriminatif. Perizinan harus 

bersikap inklusif dan universal. Memperhatikan spesifikasi teknis dan 

aspek lainnya yang terkait (termasuk memenuhi ketentuan internasional) 

(Adrian Sutedi, 2011: 187). 

Sesuai dengan tiga poin diatas pelaksanaan penerbitan izin sekolah swasta 

oleh pemeritah daerah Kabupaten Bengkalis sudah memenuhi kriteria- kriteria diatas 

yakni sudah  tertulis dengan jelas, memungkinkan untuk dipenuhi, dan telah berlaku 

universal yang tidak diskriminatif. Dalam tahun 2018 terdapat 36 sekolah swasta 

yang melakukan pengurusan izin pendirian sekolah, yang mana penulis 

memfvokuskan penelitian kepada perizinan pendirian kepada Pendidikan anak usia 

dini, yang mana kelembagaan PAUD tersebur terdiri dari4 kelembagaan yaitu TK 

(Taman Kanak-kanak), KB (kelompok Bermain), TPA (taman Penitipan Anak), dan 

SPS ( Satuan Paud Sejenis), yang mana pengajuan permohonan operasional sekolah 

tersebar disejumlah kecamatan se Kabupaten Bengkalis, diantaranya:   

1. Kecamatan Bengkalis;  

 Kelompok Bermain Tam Sawiyah 

 Kelompok Bermain a’syifa  
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 Kelompok Bermain As salam  

 Kelompok Bermain Tunas Bangsa  

 Kelompok Bermain Darma Matreya 

 Kelompok Bermain Pelangi Bunda 

 Kelompok Bermain Tiara Hati 

 Kelompok Bermain Dang Suri 

 Kelompok Bermain Mutiara Hati  

2. Kecamatan Bantan ;  

 kelompok Bermain Duratul Hikmah 

 Kelompok Bermain Jannat 

 Kelompok Bermain Teratai Putih  

 Kelompok Bermain Pos Paud Mutiara Hati  

3. Kecamatan Bukit Batu;  

 Kelompok Bermain Harapan Bunda  

4. Kecamatan Siak Kecil;   

 Kelompok Bermain Nusa Indah  

 Kelompok Bermain Kasih Ibu 

 Kelompok Bermain Mekar indah  

 Kelompok Bermain Harapan Bunda  

 Kelompok Bermain Bunda Lestari  

 Kelompok Bermain Cerdas Ceria  
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 Pos Paud Bunga Tanjung  

5. Kecamatan Selat Baru;  

 Kelompok Bermain Tunas Bunda 

 Kelompok Bermain Raudatul Sakinah  

 

6. Kecamatan Rupat; 

 Kelompok Bermain Nur Hidayah  

 Kelompok Bermain Kasih bunda 2  

 Kelompok Bermain Kasih asri  

 Kelompok Bermain Permata hati 

 Kelompok Bermain Hadhari 2  

 Kelompok Bermain Hadhari 3 

7.  Kecamatan Pinggir;  

 Kelompok Bermain Putih Melati 

  Kelompok Bermain Pertiwi  

8. Kecamatan Talang Mandau ;  

 Kelompok Bermain Bunga Tanjung  

 Kelompok Bermain Tunas Kasih Raya 

Sekolah- sekolah swasta ini tersebar di seluruh kecamatan se- Kabupaten 

Bengkalis, hal ini menandakan bahwa pihak pemerintah dalam hal ini Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu telah memenuhi kriteria- kriteria dalam 
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pelayana perizinan yang mana permohonan telah dilakukan secara tertulis yakni telah 

dilengkapinya syarat- syarat pengurusan izin penerbitan secara tertulis bersifat 

universal tidak diskriminatif yakni sudah setiap kecamatan se kabupaten bengkalis 

mengajukan permohonan penerbitan izin Sekolah , dan sangat memungkinkan 

dipenuhinya penerbitan izin sekolah oleh pemerintah kabupaten bengkalis yakni dinas 

penanaman modan dan pelayanan satu pitu (DPMPSP).  

Dalam pemberian izin mendirikan suatu instansi sekolah, sudah diatur dalam 

Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 

2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, Dan Penutupan Satuan Pendidikan 

Dasar Dan Menengah. Pada Pasal 8 Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan 

Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi 

Secara Elektronik Sektor Pendidikan Dan Kebudayaan yang berbunyi : 

1. Pelaku Usaha yang telah mendapatkan NIB dari Lembaga OSS 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 akan diberikan Izin Usaha oleh 

Lembaga OSS setelah Lembaga OSS menerbitkan : 

a. Izin lokasi; 

b. Izin lokasi perairan; 

c. Izin lingkungan; dan/atau 

d. Imb, berdasarkan komitmen. 

2. Penerbitan izin lokasi, izin lokasi perairan, izin lingkungan, dan/atau IMB 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundangundangan. 
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3. Selain menerima Izin Usaha dari Lembaga OSS, Pelaku Usaha akan 

mendapatkan Izin Operasional setelah memenuhi Komitmen Izin 

Operasional. 

4. Komitmen Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

meliputi : 

 

a. Hasil studi kelayakan; 

b. Isi pendidikan; 

c. Jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan; 

d. Sarana dan prasarana pendidikan; 

e. Pembiayaan pendidikan; 

f. Sistem evaluasi dan sertifikasi; dan 

g. Manajemen dan proses pendidikan. 

5. Hasil studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a 

meliputi : 

a. Hasil studi kelayakan tentang prospek pendirian satuan Pendidikan 

Formal dari segi tata ruang, geografis, dan ekologis; 

b. Hasil studi kelayakan tentang prospek pendirian satuan Pendidikan 

Formal dari segi prospek pendaftar, keuangan, sosial, dan budaya; 

c. Data mengenai perimbangan antara jumlah satuan Pendidikan 

Formal dengan penduduk usia sekolah di wilayah tersebut; 
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d. Data mengenai perkiraan jarak satuan pendidikan yang diusulkan di 

antara gugus satuan pendidikan formal sejenis; 

e. Data mengenai kapasitas daya tampung dan lingkup jangkauan 

satuan pendidikan formal sejenis yang ada; 

f. Data mengenai perkiraan pembiayaan untuk kelangsungan 

pendidikan paling sedikit untuk 1 (satu) tahun akademik berikutnya; 

dan 

g. Dokumen hak atas tanah dan bangunan satuan pendidikan atas 

nama penyelenggara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

6. Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan 

penilaian terhadap hasil studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(4) huruf a paling lama 30 (tiga puluh) hari. 

Pelaksanaan penerbitan izin sekolah swasta oleh Pemerintah Bengkalis Tahun 

2018 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang 

Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau disingkat OSS 

(Online Single Submission) sudah wajib dilaksanakan sejak bulan Juli 2018.dalam hal 

ini Pemerinth kabupaten Bengkalis yakni Dinas Pelayanan Satu Pintu telah terlebih 

dahulu memiliki aplikasi online yang bernama e-Pinter yang terus dikembangkan 

hingga tahun 2018, Salah satu yang terikat pada perizinan online tersebut adalah 

perizinan pendirian sekolah (satuan pendidikan). Perizinan dengan online akan 

memudahkan pelaku usaha terutama di bidang pendidikan untuk menjalankan 
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kegiatannya. Sejalan dengan PP No. 24 Tahun 2018, Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan telah membuat acuan petunjuk langsung soal OSS Bidang Pendidikan. 

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 

tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan 

Kebudayaan, ada 5 jenis perizinan di bidang pendidikan yang dilakukan secara online 

(OSS). 

Perizinan tersebut adalah : 

1. izin pendirian satuan pendidikan formal yang diselenggarakan oleh 

masyarakat (sekolah swasta) ; 

2. izin penambahan dan perubahan program keahlian pada SMK; 

3. izin operasional satuan pendidikan kerja sama (SPK); 

4. izin penyelenggaraan pendidikan nonformal; dan 

5. izin penyelenggaraan pendidikan nonformal dengan modal asing.  

Dalam Penelitian ini Penulis memilih 3 sampel dari 36 sekolah swasta 

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) untuk dianalisa agar pembaca mengetahui 

bagaimana pelaksanaan penerbitan izin sekolah swasta Pendidikan Anak Usia Dini 

oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis Tahun 2018 yang mengajukan permohonan 

izin operasional sekoah 

Syarat pendirian sekolah swasta Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 

Pemerintah kabupaten Bengkalis Tahun 2018 (sumber: Dinas Pendidikan Pemerintah 

Kabupaten Bengkalis) , yaitu : 

1. Kelompok Bermain Tunas Kasih Raya Kecamatan Talang Muandau 
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 Surat Permohonan izin operasional Kelompok Bermain Tunas 

Kasih Raya Kecamatan Talang Muandau Nomor: 

12/KB.TKR/IX/2018 tanggal 3 September 2018 dan surat 

pernyataan berkas sesuai dengan aslinya (kop surat dan materai 

6000); 

 Foto Copy Akta Notaris/ PPAT Nomor : 13 tanggal 17 oktober 

2018  

 Foto Copy KTP Pemohon an. Rini Wahyu Tika 

 Copy NPWP Pemohon an. Rini Wahyu Tika 

 Dokumen Study Kelayakan Pendirian Sekolah Kelompok 

Bermain Tunas Kasih Raya 

 Gambar rencana bangunan Kelompok Bermain Tunas Kasih Raya 

 Rencana anggaran biaya pembangunan Kelompok Bermain Tunas 

Kasih Raya 

 Referensi Sumber Pembiayaan Penyelenggaraan Sekolah dengan 

melampirkan Foto Copy rekening Koran, Fotocopy Deposito 

 Surat Rekomendasi Camat Talang Muandau Nomor: 100/PEM/ 

TM/X/2018/236 tanggal 10 September 2018 

 Surat Rekomendasi Kepala Desa Tasik Serai Kecamatan Talang 

Muandau Nomor: 102/SK/TS/IX/2018 tanggal 3 September 2018 
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 Surat Rekomendasi kepala korwil Kecamatan Talang Muandau 

Nomor: 422/Korwilcam-Pinggir/2018/62 tanggal 10 September 

2018 

 Daftar calon Guru Kelompok Bermain Tunas Kasih Raya 

Kecamatan Talang Muandau dan kualifikasi Pendidikan 

dilengkapi Fotocopy Ijazah 

Kelompok Bermain Tunas Kasih Raya Kecamatan Talang Muandau status 

kepemilikannya adalah Yayasan ( sumber Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Satu Pintu) 

2. Kelompok Bermain Laksmana Kecamatan Bukit Batu: 

 Surat Permohonan izin operasional Kelompok Bermain Laksmana 

Kecamatan Bukit Batu dan surat pernyataan berkas sesuai dengan 

aslinya (kop surat dan materai 6000); 

 Foto Copy Akta Notaris/ PPAT  

 Foto Copy KTP Pemohon  

 Copy NPWP Pemohon  

 Dokumen Study Kelayakan Pendirian Sekolah Kelompok Bermain 

Laksmana Kecamatan Bukit Batu  

 Gambar rencana bangunan Kelompok Bermain Laksmana 

Kecamatan Bukit Batu 
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 luas tanah 585m3 dari Kelompok Bermain Laksmana Kecamatan 

Bukit Batu 

 Rencana anggaran biaya pembangunan Kelompok Bermain 

Laksmana Kecamatan Bukit Batu  

 Referensi Sumber Pembiayaan Penyelenggaraan Sekolah Laksmana 

Kecamatan Bukit Batu dengan melampirkan Foto Copy rekening 

Koran, Fotocopy Deposito 

 Surat Rekomendasi Camat Kecamatan Bukit Batu 

 Surat Rekomendasi Kepala Desa  

 Surat Rekomendasi kepala korwil Kecamatan Bukit Batu 

 Daftar calon Guru Kelompok Bermain Laksmana Kecamatan Bukit 

Batu dan kualifikasi Pendidikan dilengkapi Fotocopy Ijazah 

Kelompok Bermain Kelompok Bermain Laksmana Kecamatan Bukit Batustatus 

kepemilikannya adalah Pemerintah Pusat ( sumber Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Satu Pintu) 

 

3. Kelompok Bermain Cempaka Kecamatan Siak Kecil: 

 Surat Permohonan izin operasional Kelompok Bermain Cempaka 

Kecamatan Siak Kecil dan surat pernyataan berkas sesuai dengan 

aslinya (kop surat dan materai 6000); 

 Foto Copy Akta Notaris/ PPAT atas  
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 Foto Copy KTP Pemohon  

 Copy NPWP Pemohon  

 Dokumen Study Kelayakan Pendirian Sekolah Kelompok Bermain 

Cempaka Kecamatan Siak Kecil  

 Gambar rencana bangunan Kelompok Bermain Cempaka 

Kecamatan Siak Kecil  

 luas tanah 585m3 dari Kelompok Bermain Cempaka Kecamatan 

Siak Kecil  

 Rencana anggaran biaya pembangunan Kelompok Bermain 

Cempaka Kecamatan Siak Kecil  

 Referensi Sumber Pembiayaan Penyelenggaraan Sekolah Kelompok 

Bermain Cempaka Kecamatan Siak Kecil dengan melampirkan Foto 

Copy rekening Koran, Fotocopy Deposito, yang mana Kelompok 

Bermain Cempaka Kecamatan Siak Kecil status kepemilikannya 

 Surat Rekomendasi Camat Kecamatan Siak Kecil  

 Surat Rekomendasi Kepala Desa  

 Surat Rekomendasi kepala korwil Kecamatan Siak Kecil  

 Daftar calon Guru Kelompok Kelompok Bermain Cempaka 

Kecamatan Siak Kecil dan kualifikasi Pendidikan dilengkapi 

Fotocopy Ijazah  
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Kelompok Bermain Kelompok Bermain Cempaka Kecamatan Siak Kecil 

status kepemilikannya adalah Yayasan ( sumber Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Satu Pintu) 

Setelah 3 sekolah swasta ini yakni Kelompok Bermain Tunas Kasih Raya 

Kecamatan Talang Muandau, Kelompok Bermain Laksmana Kecamatan Bukit Batu, 

Kelompok Bermain Cempaka Kecamatan Siak Kecil memelengkapi persyaratan atas 

permohonan izin operasional sekolah maka 3 sekolah swasta tersebut dapat 

melanjutkan ke kantor Pemerintah Kabupaten Bengkalis yakni kantor Dinas 

Penanaman Modal  Pelayanan Terpada Satu Pintu untuk pengurusan izin, adapun 

mekanisme pengurusan izin pada kantor Dinas Penanaman Modal  Pelayanan 

Terpada Satu Pintu adalah sebagai berikut: 

Mekanisme penerbitan izin sekolah di Pemkab Bengkasil, yaitu : 

1. Pemohon meminta informasi Pengurusan Izin Pendirian Sekolah 

2. Petugas loket memberikan informasi tentang Pengurusan Izin Pendirian 

Sekolah 

3. Pemohon mengisi formulir permohonan disertai persyaratan, kemudian 

menyerahkan kepada petugas loket 

4. Petugas loket menerima form permohonan dan persyarata 

5. Petugas loket memeriksa kelengkapan berkas 

6. Bila lengkap pemohon diberi resi penerimaan berkas, dan berkas 

permohonan Pengurusan Izin Pendirian Sekolah dikirim ke bagian proses 

7. Bila tidak lengkap dikembalikan ke pemohon 
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8. Bagian proses mempelajari berkas permohonan 

9. Menginput pada simyamdu 

10. Hasil pembahasan tim dilanjutkan cek kondisi lapangan 

11. Hasil kunjungan tim kelapangan sebagai bahan rekomendasi antar bidang 

SKPD 

12. Rekomendasi hasil kunjungan tim kelapangan sebagai bahan 

pertimbangan pemohon 

13. Dokumen memenuhi persyaratan dan atau ditindak lanjuti untuk 

pembuatan izin selanjutnya 

14. Rekomendasi tidak memenuhi persyaratan dokumen dikembalikan 

dengan catatan ke pemohon 

15. Untuk daftar ulang/perpanjang izin cukup mempersyaratkan berita acara 

Tim Teknis 

16. Apabila luas bangunan/jenis usaha terdapat perubahan wajib 

mempersyaratkan rekomendasi teknis 

17. Ka SKPD menandatangani Rekomendasi 

18. Pencetakan draft izin 

19. Memeriksa dan memparaf 

20. Memeriksa dan menandatangani 

21. Penomoran dan Pencatatan pengurusan Izin Pendirian Sekolah dan 

pengarsipan dokumen pengurusan izin 

22. Penyerahan Izin Pendirian Sekolah (Wawancara Pemkab Bengkalis). 
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Mekanisme pengurusan izin operasional sekolah swasta diatas adalah 

mekanisme yang diterapkan ketika pemohon menggunakan cara manual, namun 

setelah diberlakukannya Permendikbud No. 25 Tahun 2018 yang diberlakukan juli 

2018 maka pemohon  yang melakukan pendaftaran untuk kegiatan perizinian 

operasional sekolah wajib mengakses laman Online Single Submission (OSS). 

Kebijakan tersebut wajib diberlakukan pada semua pelaku usaha yang memohonkan 

izin untuk pengurusan izin operasinal usahanya. 

Pelaksanaan penerbitan izin sekolah swasta oleh Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Satu Pintu sudah sesuai dengan peraturan perundang- undangan dan telah 

terpenuhinya kewajiban penyelenggra pelayanan publik dalam hal ini pemerintah 

Kabupaten Bengkalis untuk menangani kegiatan pelayanan atas penerbitan izin 

sekolah swasta dalam hal ini Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) oleh 

Pemerintah Kabupaten Bengkalis.  

 

B. Kendala Dalam Pelaksanaan Penerbitan Izin Sekolah Swasta Oleh 

Pemerintah Bengkalis Tahun 2018 

Pendidikan berusaha mengembangkan potensi individu agar mampu berdiri 

sendiri (Nanang Fattah, 2006: 5). Hal ini dipertegas dalam pasal 28C ayat (1) jo. 

Pasal 31 UndangUndang Dasar 1945 dijelaskan bahwa setiap orang berhak 

mengembangkan diri memenuhi kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan 

pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan 

budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia 
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dan juga setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Karena itulah 

pemerintah harus memenuhi hak setiap warga dalam memperoleh pelayanan 

pendidikan sebagaimana diamanatkan UUD 1945 (Haryono Sudria Munawar, 2002: 

55). 

Pendidikan merupakan aspek terpenting dalam mempersiapkan dan membina 

umat menjadi insan yang bertaqwa, cerdas, dan tampil sehingga berguna bagi agama 

dan masyaarakat (Haryono Sudria Munawar, 2002: 56). Selain itu, pendidikan juga 

dapat mengkomodir masyarakat agar suatu negara memiliki manusiamanusia yang 

berkualitas. Melalui pendidikan juga dapat menciptakan tenaga kerja yang tidak 

hanya kaya akan pengetahuan teoritis melainkan juga praktis, penguasaan teknologi, 

dan memiliki keahlian khusus. Hal inilah yang menjadi dasar peningkatan pendidikan 

suatu negara. 

Dalam pelaksanaan penerbitan izin sekolah swasta oleh Pemerintah Bengkalis 

Tahun 2018. Setelah diberlakukannya Permendikbud No. 25 Tahun 2018 pelaku 

usaha  wajib melakukan pendaftaran untuk kegiatan berusaha dengan mengakses 

laman Online Single Submission (OSS). Kebijakan tersebut menjadi kendala bagi 

beberapa sekolah swasta, khususnya sekolah kecil yang pada awal tujuan dibangun 

hanya sebagai penyedia layanan pendidikan. Dengan adanya kendala surat izin usaha 

dikomersialkan maka berimbas pada lamanya pengurusan surat-surat izin    yang 

harus diurus oleh pihak yayasan dalam memenui persyaratan dalam proses pendirian 

Sekolah, yakni  Persyaratan untuk penerbitan izin mendirikan bangunan Untuk 

Bangunan Non Rumah Tinggal Yang Dipersyaratkan Izin Prinsip Lokasinya, yaitu : 
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a. Surat Permohonan dan Surat Pernyataan berkas sesuai dengan 

aslinya diatas materai 6000, 

b. FC KTP Pemilik, 

c. FC Surat Bukti Kepemilikan Tanah (SHM/HGB/AJB/PPJB dengan 

kuitansi bukti lunas), 

d. FC Akte Pendirian Perusahaan bagi pemohon badan hukum, 

e. Surat Kuasa Kepengurusan IMB dan FC KTP yang diberi kuasa 

(diatas materai 6000, untuk proses IMB yang dikuasakan), 

f. Surat pemberitahuan kepada tetangga sekitar yang tembusannya 

disampaikan kepada Ketua RT/RW, 

g. Surat pernyataan kesanggupan perbaikan kerusakan bangunan 

diatas materai 6000 diketahui RT/RW, 

h. Jaminan asuransi untuk bangunan dengan luasan lebih dari 1.000 

meter dan/atau menggunakan tiang pancang kedalaman lebih dari 6 

meter, 

i. Melampirkan kewajiban TPU sesuai dengan Ketentuan yang 

berlaku (rumah) 

j. Izin Prinsp Lokasi, 

k. Izin Lingkungan (sesuai peraturan/ketentuan yang berlaku), 

l. Rencana Induk/Master Plan dan/atau Rencana Tapak/Site Plan (bagi 

luasan lahan diatas 2.000 meter) 
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m. Gambar Rencana Teknis Bangunan yang sudah ditandatangani oleh 

pemohon dan ahli struktur untuk bangunan yang memerlukan 

perhitungan struktur, 

n. Perhitungan konstruksi apabila angunan lebih dari 2 lantai dan/atau 

memiliki bentangan kolom lebih dari 10 meter dan Surat Pernyataan 

Jaminan Kekuatan Struktur Bangunan yang ditanda tangani oleh 

pemohon, 

o. Rekomendasi Teknis Bangunan /Pengesahan Dokumen Rencana 

Teknis Bangunan, 

p. Rekomendasi Ketinggian Bangunan dari Pangkalan Udara Halim 

Perdana Kusumah untuk bangunan diatas 8 lantai yang berada di 

wilayah KKOP (Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan). 

Dengan adanya  persyaratan izin prinsip lokasi non rumah tinggal diatas maka 

sangat memberatkan pemohon untuk memenuhi persyaratan atas perizinan 

operasional sekolah swasta di Kabupaten Bengkalis. Dalam menyelenggarakan 

pemerintahan, sesungguhnya administrasi negara mempunyai beberapa keleluasan 

demi terselenggaranya kesejahteraan masyarakat tanpa meninggalkan asas legalitas. 

Hal ini berarti bahwa sikap tindak administrasi negara haruslah dapat 

dipertanggungjawabkan, baik secara moral maupun secara hukum. Lord Acton 

mengatakan bahwa setiap kekuasaan sekecil apapun cendaarung untuk 

disalahgunakan. Oleh sebab itu, dengan adanya keleluasaan bertindak dari 

administrasi negara yang memasuki semua sektor kehidupan masyarakat, kadang-
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kadang dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat itu sendiri. Maka, wajarlah jika 

diadakan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan, yang merupakan jaminan agar 

jangan sampai keadaan negara menjurus kearah diktaktor tanpa batas, yang berarti 

bertentangan dengan negara hukum (Diana Halim koentjoro, 2004: 70). 

Pengawasan adalah proses kegiatan-kegiatan yang membandingkan apa yang 

dijalankan, dilaksanakan, atau diselenggarakan itu dengan apa yang dikehendaki, 

direncanakan, atau diperintahkan. Hasil pengawasan harus dapat menunjukan sampai 

dimana terdapat kecocokan atau ketidakccocokan, dan apakah sebab-sebabnya. 

Dengan demikian pengawasan dapat bersifat : 

1. Politik, bilamana menjadi ukuran atau sasaran adalah efektivitas dan atau 

legilimitas; 

2. Yuridis (hukum), bilamana tujuannya adalah menegakkan yuridikitas dan 

atau legalitas; 

3. Ekonomis, bilamana yang menjadi sasarannya adalah efisiensi dan 

teknologi; 

4. Moril dan susila, bilaman yang menjadi sasaran atau tujuan adalah 

mengetahui keadaan moralitas (Prajudi Admosudirdjo, 2004: 85). 

Pengawasan apabila ditinjau dari segi aturan organisasi, terdiri atas 2 (dua) 

jenis pengawasan, yaitu pengawasan formal dan informal. Pengawasan informal 

seringkali lebih banyak manfaatnya, karena dapat langsung dari sumbernya, sehingga 

dapat diperoleh gambaran yang benar terhadap pelaksanaan tugas/pekerjaan, tanpa 
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harus lewat proses formal yang sering berbelit-belit dan makan waktu. Cara-cara 

pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintah dapat dirinci sebagai berikut : 

1. Pengawasan melekat, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh atasan 

langsung, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

2. Pengawasan fungsional, yaitu pengaasan yang dilakukan oleh aparat 

pengawasan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundangundangan. Aparat pengawasan yang dimaksud adalah Badan 

pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jendral 

Departemen, Aparat Pengawas Lembaga Pemerintah nondepartemen/ 

Instansi Pemerintah lainnya, Inspektorat wilayah Provinsi, dan 

Inspektorat Wilayah Kabupaten/Kota; 

3. Pengawasan masyarakat, yaitu pengawasan yang dilakukan masyarakat, 

berupa laporan atau pengaduan masyarakat tentang penyimpangan dan 

kelemahan dalam penyelenggaraan pemerintah (Juniarso Ridwan dan 

Achmad Sodik Sudrajat, 2009: 106-107). 

Fungsi pengawasan yaitu untuk mencapai ketetiban/keteraturan dalam usaha 

mencapai tujuan negara hukum demokratis. Pada umumnya pengawasan bertujuan 

antara lain, untuk : 

1. Menjaga agar rencana itu dalam realisasinya tetap terarah pada tujuan 

yang telah ditentukan; 

2. Menjaga agar pelaksanaannya itu tetap dijalankan sesuai dengan 

peraturan-peraturan yang berlaku; 
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3. Menjaga agar tugas itu dijalankan berdaya guna (termasuk pengurusan, 

pemeliharaan) sesuai dengan tujuan; 

4. Melakukan usaha-usaha untuk mengatasi hambatan, mengendalikan 

penyimpangan-penyimpangan serta akibat-akibatnya (Yuswanto, 2014: 

64). 

Beberapa persyaratan yang telah dijabarkan diatas yang merupakan kebijakan 

dari pemerintahan Kabupaten Bengkalis sebagai pelaksana kewenangan dari 

diberlakukannya Permendikbud No. 25 Tahun 2018, dan kebijakan yang harus 

dijalankan tersebut menjadi kendala bagi beberapa sekolah swasta, khususnya 

sekolah kecil yang pada awal tujuan dibangun hanya sebagai penyedia layanan 

pendidikan. Dengan diberlakukannya Permendikbud No. 25 Tahun 2018 harus ada 

surat izin usaha dikomersialkan. Adanya peraturan tersebut memberatkan sekolah 

swasta yang dapat dikatakan kecil dalam realitas tidak  memungut biaya, bahkan 

dengan adanya hibah sudah bisa menolong peserta didik. 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Besdasarkan dari bab III diatas, maka penulis menarik kesimpulan, yaitu : 

1. Pelaksanaan penerbitan izin sekolah swasta oleh Pemerintah Bengkalis 

dalam hal ini Tahun 2018 telah dilaksanakan secara online dan telah 

mulai dilaksanakan pada Tahun 2017 dan terus dikembangkan hingga 

2018 sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang 

Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau 

disingkat OSS (Online Single Submission) yang sudah wajib dilaksanakan 

sejak bulan Juli 2018. Perizinan dengan OSS (Online Single Submission) 

akan memudahkan pelaku usaha terutama di bidang pendidikan untuk 

menjalankan kegiatannya. Sejalan dengan Peraturan Pemerintah No. 24 

Tahun 2018, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga telah 

membuat acuan petunjuk langsung soal OSS (Online Single Submission)  

Bidang Pendidikan, berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha 

Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan. 

2. Kendala dalam pelaksanaan penerbitan izin sekolah swasta oleh 

Pemerintah Bengkalis Tahun 2018. Setelah diberlakukannya 

Permendikbud No. 25 Tahun 2018 pelaku usaha  wajib melakukan 
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pendaftaran untuk kegiatan berusaha dengan mengakses laman Online 

Single Submission (OSS) yang mana beragamnya persyaratan yang harus 

dipenuhi dalam pengurusan izin operasional swasta menjadi kendala bagi 

beberapa sekolah swasta, khususnya sekolah kecil yang pada awal tujuan 

dibangun hanya sebagai penyedia layanan pendidikan. Namun dalam 

Permendikbud No. 25 Tahun 2018 harus ada surat izin usaha 

dikomersialkan, adanya peraturan tersebut memberatkan sekolah swasta 

yang dapat dikatakan kecil dalam realitas tidak  memung  ut biaya, 

bahkan dengan adanya hibah sudah bisa menolong peserta didik. 

 

B. Saran 

Berdasarkan dari kesimpulan diatas,  maka penulis memberkan saran, yaitu : 

1. Pemerintah kabupaten Bengkalis yang mana dalam hal ini Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu (DPMPSP) harus 

melaksanakan sosialisasi akan pentingnya standar    operasional prosedur 

(SOP) kepada masyarakat tentang pendirian sekolah   swasta. Penyuluhan 

kepada masyarakat ini dapat ditempuh dengan  berbagai cara antara lain: 

Secara langsung, penyampaian secara langsung di sini artinya dilakukan 

dengan cara tatap muka sehingga terjadi  komunikasi dua arah, ini dapat 

dilakukan dengan cara mengumpulkan    masyarakat di suatu tempat 

misal di balai desa, dan bisa juga memanfaatkan media sosial untuk 

memberikan edukasi tentang pentingnya suatu perizinan kepada 
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masyarakat mengingat pangsa pasar dunia sosial dewasa ini adalah semua 

kalangan yang muda hingga dewasa, yang dikota maupun yang didesa. 

2. Harus dibentuk koordinasi yang baik antara pihak yayasan ( yakni 

sekolah-sekolah swasta) yang ingin mengajukan permohonan izin 

operasional sekolah dan dinas perizinan yakni Dinas Penanaman Modal 

dan Pelayanan Satu Pintu (DPMPSP) dan Instansi-instansi terkait yakni 

Dinas Pendidikan dan dinas- dinas  terkait lainnya untuk melakukan 

pengawasan terhadap regulasi penerbitan izin sekolah swasta  se 

kabupaten Bengkalis. 

3. Harusnya Permendikbud No. 25 Tahun 2018 dikaji ulang oleh legislatif, 

yang mana peraturan pemerintah tersebut harus pro rakyat dan tidak 

memberatkan rakyat, khususnya regulasi yang ada kaitannya engan 

pendidikan. 
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